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ABSTRAK

Ahmad NurWahid, 2020, Konsep Nusyȗz Menurut Hukum Islam Berkesetaraan
Gender, Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Perkembangan sosial budaya dewasa ini membuka ruang terhadap wacana
nusyȗz bukan hanya dari pihak istri, tetapi dapat juga berasal dari pihak suami.
Pertimbangan realitas sosial dan budaya yang melatar belakangi hasil ijtihad,
termasuk dalam masalah nusyȗz membuka ruang kritik terhadap pemahaman yang
menempatkan suami sebagai pihak yang lebih diuntungkan. Dalam masalah nusyȗz,
posisi istri dinilai lemah ketika menghadapi nusyȗz suami, sedangkan ketika istri
nusyȗz, suami berhak meninggalkan istri di tempat tidur, bahkan diperbolehkan
memukul istri. Kondisi tersebut memunculkan pandangan adanya bias dan
ketidakadilan gender dalam masalah nusyȗz, yang menuntut adanya keadilan dari
adanya perbedaan implikasi antara nusyȗz suami dan nusyȗz istri.

Tesis ini berupaya menjawab dua rumusan masalah pokok penelitian, yaitu:
Bagaimana nusyȗz suami dan nusyȗz istri dalam hukum Islam dan Gender ? dan
Bagaimana keadilan dari perbedaan implikasi nusyȗz antara suami dan istri dalam
hukum Islam dan gender ? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis
melakukan penelitian pustaka (library research). Metode pengumpulan data
menggunakan dokumentasi, dengan menelaah dan memahami idea atau gagasan
yang tertuang dalam berbagai literatur kepustakaan tentang nusyȗz, baik dalam
hukum Islam, maupun dalam perspektif gender. Sumber data mengacu kepada
sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.
Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum
Islam, dan buku karya fuqaha dan ulama madzhab yang banyak membahas tentang
nusyȗz dalam hukum Islam. Adapun bahan hukum sekunder mengacu kepada buku-
buku kontemporer yang kritis dalam membahas tentang nusyȗz.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan nusyȗz yang
dilakukan oleh suami kepada istrinya mengarah kepada tindakan yang merusak
muasyarah bil ma’ruf (hubungan yang baik) sebagai dasar terbentuknya keluarga
sakinah, mawaddah, wa rahmah. Rasionalisasi keadilan tentang perbedaan implikasi
nusyȗz antara suami dan istri diletakkan dalam kerangka suami sebagai pemimpin
keluarga yang memiliki tanggung jawab lebih besar dari istri, seperti mencukupi
kebutuhan nafkah istri, dan menjaga istri dari tindakan yang bertentangan dengan
ajaran agama. Oleh karena itu, ketika istri melakukan nusyȗz, hak istri terhadap
nafkah menjadi hilang, dan suami berhak memukul dengan pukulan yang tidak
menyakiti istri. Sedangkan apabila suami nusyȗz, maka istri dapat mengajukan
khulu’ atau gugatan cerai, untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan
suami.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab Latin Arab Latin Arab Latin

ا Tidak
dilambangkan

ز z ق q

ب b س s ك k

ت t ش sy ل l

ث ṡ ص ṣ م m

ج j ض ḍ ن n

ح ḥ ط ṭ و w

خ kh ظ ẓ ه h

د d ع ‘ ء ‘
ذ ż غ g ي y

ر r ف f

Maddah

Maddah atau Vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf Huruf dan Tanda

ـَ ȃ

ـِ ȋ

ـُ ȗ

Pedoman Transliterasi Ini dimodifikasi dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan,
Pedoman Transliterasi Arab latin, proyek Pengkajian dan Perkembangan Lektur
Pendidikan Agama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen
Agama RI, Jakarta 2003
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MOTTO

                
Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya

menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi Para suami, mempunyai satu

tingkatan kelebihan daripada istrinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha

Bijaksana. (Q.S. al-Baqarah : 228)1

مََانِ الله وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُـرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ  ِ فاَتَّـقُوا اللهَ فيِ النِّسَاءِ فإَِنَّكُمْ أَخَذْتمُوُهُنَّ 

أَنْ لاَ يُـوَطِّئَنَّ فُـرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونهَُ فإَِنْ فَـعَلْنَ ذَلِكَ فاَضْربُِـوْهُنَّ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ 

لْمَعْرُوْفِ وَقَدْ تَـركَْتُ فِيْكُمْ مَا لَنْ  ِ رَ مُبـَرحٍِّ وَلهَنَُّ عَلَيْكُمْ رزِْقُـهُنَّ وكَِسْوَتُـهُنَّ  ضَرًْ غَيـْ

2)رواه مسلم(بهِِ كِتَابَ اللهِ تَضِلُّوا بَـعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ 

Takutlah kalian kepada Allah dalam masalah wanita, karena sesungguhnya

kalian mengambil mereka dengan amanat Allah Swt. Dan kalian mengambil

kehalalan mereka dengan kalimat Allah, dan bagi kalian terdapat hak atas

mereka, yaitu agar mereka tidak mengizinkan seorang yang tidak kalian sukai

tidur di tempat tidur kalian jika mereka melakukan hal itu, maka pukulah dengan

pukulan yang tidak melukai, dan  bagi  mereka terdapat hak atas kalian, yaiti

memberi rezeki mereka, dan pakaian mereka, dengan cara yang baik dan

sesungguhnya aku telah meninggalkan pada diri kalian sekiranya kalian

berpegang teguh kepadanya, maka  tidak akan sekali-kali tersesat sesudahnya,

yaitu Kitabullah. (H.R. Muslim)

1 Q.S. al-Baqarah : 228
2 Muslim ibn Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Nisaburi, Shahih Muslim Juz I, (Kairo, Dar al-

Hadits, 1991), cet. Ke-I, h. 889-890
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu peristiwa hukum yang penting bagi

setiap individu, untuk memperoleh legitimasi hukum dan sosial terhadap

percampuran fisik dan non fisik dari dua jenis kelamin yang berbeda,

sehingga memperoleh pengakuan, baik dari sudut pandang hukum, maupun

sosial. Dari sudut pandang hukum, sahnya perkawinan berdampak pada

pengakuan negara terhadap lembaga perkawinan yang dilangsungkan, dan

implikasi hukumnya, seperti kewajiban memberi nafkah oleh suami, harta

bersama, hak waris dan status anak. Sedangkan dari sudut pandang sosial,

sahnya perkawinan menempatkan kedua suami istri sebagai bagian dari

anggota masyarakat yang beradab dengan nilai dan norma yang berlaku.

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ibadah dan merupakan

cara yang paling sesuai dengan martabat manusia dalam memenuhi

kebutuhan biologisnya. “Pernikahan menjadi sebab penghalang keburukan

syahwat dan merupakan suatu yang penting dalam agama bagi setiap orang

yang tidak berada dalam kelemahan untuk menikah”.1

Pernikahan merupakan salah satu tanda keagungan Allah Swt yang

sesuai dengan kebutuhan jiwa manusia untuk saling mencurahkan kasih

sayang antara suami dan istri. Hal ini sebagaimana dipahami dari firman

Allah Swt :

                
             

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

1 Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga, alih bahasa Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010),
h. 23



2

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum : 21) 2

Makna ibadah dalam pernikahan mengandung arti bahwa dalam

menjalani rumah tangga, suami istri terikat dengan ketentuan-ketentuan yang

digariskan Allah Swt dalam pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan

menimbulkan akibat hukum, baik berupa hak maupun kewajiban suami istri.

Ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri diatur dalam hukum Islam

dalam rangka mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

mawaddah, wa rahmah yang menjadi pilar utama terbentuknya masyarakat

yang beradab.

Salah satu kewajiban suami adalah memberi nafkah lahir dan batin

kepada istri, sebaliknya istri mempunyai kewajiban taat dan patuh kepada

suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam.

Pembangkangan istri terhadap kewajiban yang harus dilakukan kepada suami

dalam hukum Islam disebut dengan nusyȗz.

Nusyȗz secara etimologi berarti “membangkang”.3 Secara terminologi

nusyȗz berarti sikap tidak patuh dari salah seorang diantara suami-istri.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan nusyȗz adalah meninggalkan kewajiban

bersuami-istri.4 Dalam bahasa arab ditegaskan bahwa nusyȗz dalam rumah

tangga adalah sikap yang menunjukkan kebencian seorang suami kepada

istrinya atau sebaliknya.5 Namun lazimnya nusyȗz diartikan sebagai durhaka

atau kedurhakaan.6

2 Kementerian Agama Republik Indonesia, Syamil Al-qur’an Miracle The Reference,
(Bandung: P.T Sygma Examedia Arkanleema, 2010), Cetakan Pertama, h. 406

3 Ahmad Azhar Basyir, sebagaimana dikutip oleh : M. A. Tihami dan Sohari Sahrani,
Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 189

4 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa-Adilatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 102

5 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003),
h. 1353

6 Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 299
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Definisi di atas dapat dipahami bahwa sikap tidak peduli atau bahkan

sampai pada tingkat tidak mematuhi, timbulnya kebencian, pembangkangan

suami atau istri terhadap hak dan kewajibannya dalam rumah tangga dan

terjadi pada salah satu pihak maka disebut dengan nusyȗz. Nusyȗz sangat

berkaitan erat dengan hak dan kewajiban suami-istri dalam kehidupan rumah

tangga.7 Yakni apabila suami atau istri tidak menjalankan kewajiban-

kewajibannya maka suami atau istri tersebut dikatakan telah nusyȗz.

Dasar hukum nusyȗznya istri dalam al-Qur’an surat An-Nisa ayat (34)

menyatakan bahwa :

  ...            
              

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka

nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan

pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu

mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi

lagi Maha besar”. (Q.S. An-Nisa :34).8

“khawatirkan nusyȗznya” bermakna jika diketahui dengan pasti

bahwa istrinya berbuat nusyȗz dengan memperhatikan qorinah perempuan itu

atau gerak geriknya telah berubah dalam melayani suaminya.9

Nusyȗz dalam kehidupan rumah tangga suami istri merupakan

dinamika yang dapat saja terjadi. Namun fenomena nusyȗz dalam kehidupan

rumah tangga di era modern dewasa ini menjadi lebih kompleks, karena

7 Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 Pasal 33
ayat (1) dinyatakan bahwa : suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia
dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain. Kemudian Pasal 34 aat (1) dinyatakan
bahwa : suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah
tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan dalam Pasal 34 ayat (2) dinyatakan bahwa : Istri wajib
mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Lihat “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, (Surabaya: Gitamedia Press), h. 11

8 Kementerian Agama Republik Indonesia, Syamil Al-qur’an Miracle The Reference, h.
84

9 Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Ahkam, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 264
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berkaitan dengan wacana gender dan persamaan hak antara suami dan istri.

Seorang istri dapat saja beralasan bahwa ia melakukan nusyȗz karena suami

terlalu ketat membatasi hak-haknya, seperti melarang istri kerja di luar rumah

atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Sayyid sabiq dalam kitabnya fiqih sunnah mengatakan nusyuz istri

sebagai berikut :

نٍ ذْ اِ يرِْ غَ بِ هِ تِ يْ ب ـَنْ ا مِ هَ جُ وْ رُ خُ وْ اَ , هِ اشِ رَ فِ نْ ا عَ هَ اعُ نَ تِ امْ وِ اَ هِ تِ اعَ طَ مُ دَ عَ وَ جِ وْ الزَّ انُ يَ صْ عِ وَ هُ ةِ جَ وْ الزَّ زُ وْ شُ نُ 
)2–نهفقه الس(

“nusyuz istri : yakni perilaku istri yang mendurhakai suami misalnya

tidak mau mentaatinya atau enggan melayani dikamar tidur, atau keluar

rumah tanpa seizin suaminya” (sayyid, fiqh as-sunnah, II)

Dalam relasi suami istri, perkembangan sosial budaya dewasa ini

membuka ruang terhadap wacana nusyȗz bukan hanya dari pihak istri, tetapi

dapat juga berasal dari pihak suami. Selama ini pembahasan tentang nusyȗz

lebih banyak diarahkan kepada nusyȗz istri, sehingga menimbulkan kesan

adanya bias gender dari ketidakadilan yang menempatkan istri sebagai pihak

yang lebih rendah dibandingkan suami. “Kemungkinan nusyȗz nya suami

dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi

kewajibannya kepada istri, hak nafkah lahir, maupun batin.”10

Pembahasan tentang nusyȗz dan akibat hukumnya cukup banyak

mendapat perhatian dari kalangan fuqaha’. Imam Syafi’I sendiri sebagai salah

satu mujtahid yang pemikirannya banyak diikuti oleh umat Islam di Indonesia

menempatkan pembahasan nusyȗz dalam bab tersendiri dalam karyanya Al-

Umm.11 Nusyȗz dalam pandangan Imam Syafi’I adalah istilah hhukum yang

hanya dikenakan pada istri, bukan pada suami. Nusyȗz yang dilakukan oleh

istri menurut Imam Syafi’I berakibat pada hilangnya hak nafkah istri yang

wajib diberikan suami. Selain itu Imam Syafi’I memandang bahwa adanya

10 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia,., h.
211

11 Muhammad bin Idris asy-Syafi’I, Al-Umm, Juz 6, (Riyad: Dar Al-Wafa’, 2001), Cet.
ke-1, h. 492
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akad nikah semata belum menjadi syarat wajibnya suami memberi nafkah

kepada istri, sampai istri menyerahkan dirinya secara total (tamkin) kepada

suaminya.12

Adapun perbuatan maupun sikap istri yang dapat dikategorikan sebagai

tindakan nusyuz menurut ulama Hanafi adalah seperti keluar dari rumah tanpa

izin suami dan tidak mau melayani suami tanpa alasan yang dibenarkan syar’i.

Sedang madzab Maliki menyatakan nusyuz istri adalah tidak taat pada suami,

menolak untuk digauli, pergi ke suatu tempat tanpa izin suami dan

mengabaikan kewajibannya kepada Allah. Ulama Syafi’i mengatakan, istri

dianggap nusyuz jika istri tidak mau mematuhi suaminya, tidak menjalankan

syari’at agama, serta tidak memenuhi hak-hak suami. Madzab Hanbali

menyatakan istri dianggap nusyuz jika istri tidak memenuhi hak-hak suami

yang wajib dipenuhi akibat adanya perkawinan itu. Sementara Ibnu Taimiyyah

dalam al-Fatawa mengatakan istri tidak taat sampaipun diajak berhubungan

intim, keluar rumah tanpa seizinnya serta perbuatan lain yang mencerminkan

ketidak- patuhan istri pada pada suaminya (Ibnu Qudamah, t.t: 137).

Ketentuan nusyȗz dalam Kompilasi Hukum Islam bahkan disertai

dengan adanya sanksi yang memberatkan istri. Hal ini terlihat dari ketentuan

dalam KHI pasal 80 ayat 7 yang berbunyi “Kewajiban suami sebagaimana

dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyȗz.”13

Ketentuan nusyȗz dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dirasakan
membawa ketidak adilan, karena ketika suami nusyȗz tidak ditentukan
sanksinya. Sedangkan ketika istri dianggap telah nusyȗz, maka terdapat
beberapa implikasi, seperti hilangnya hak nafkah istri, boleh pisah ranjang
dan pemukulan yang tidak melukai. Kondisi tersebut memunculkan
pandangan adanya bias dan ketidak adilan gender dalam masalah nusyȗz,
yang mendorong adanya stereotype bahwa perempuan lemah, emosi lebih
dominan dari pada nalar, tidak tahan banting dan tidak layak keluar rumah.14

12 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’I (al-Fiqhu asy-Syafi’I al-Muyassar), Juz 3, alih
bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 49

13 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009),
cet. ke-2, h. 26

14 Sofyan A.P. Kau, dan Zulkarnain Sulaiman, Fikih Feminis, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2014), h. 5
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Pertimbangan realitas budaya dan sosial dalam produk fiqh, termasuk

dalam masalah nusyȗz membuka ruang kritik terhadap pemahaman yang

menempatkan suami sebagai pihak yang lebih diuntungkan. Muncul pula

pandangan bahwa “ketentuan dan pembebanan hukum yang berbeda antara

laki-laki dan perempuan walau dikatakan bersumber dari al-Quran  namun

bukan kontruksi ilahiyah, tetapi lebih sebagai produk historis (sosial

budaya).”15 Oleh karena itu, perlu dimunculkan kajian nusyȗz yang juga

dilakukan suami, sebab pembahasan nusyȗz suami belum menjadi perhatian

ulama, khususnya dalam kitab-ktab klasik terdahulu.

Sedang perbuatan atau sikap suami yang dapat dipandang sebagai

nusyuz menurut penjelasan madzhab empat dapat dikemukakan sebagai

berikut : pertama, menurut madzhab hanafi suami membenci dan menyakiti

istri. Kedua, menurut ulama’ maliki suami memperlakukan istri melampaui

batas yang dapat membahayakan seperti memukul, mencela, melaknat dan

lain-lain. Ketiga, menurut ulama’ hambali jika suami melakukan tindakan

yang membahayakan, teror mental serta merampas hak-hak istri (shaleh al-

ghanim, 1997: 34).

Pandangan di atas secara tidak langsung menegaskan bahwa hasil

ijtihad ulama terdahulu bukan sesuatu ketetapan hukum yang tidak dapat

dikritik atau dianalisa kembali, terutama jika melihat realitas sosial budaya

yang berlaku di daerah tempat suami istri berada. Dapat pula dikemukakan

bahwa  pandangan ijtihad ulama terdahulu lebih banyak dipengaruhi oleh

realitas sosial dan budaya di mana ulama hidup pada saat itu.

Perbedaan penanganan masalah nusyȗz antara suami dan istri,

seharusnya dapat dijelaskan tanpa menimbulkan kesan adanya subordinasi

peran suami istri, dan supremasi suami dibandingkan dengan istri. Realitas

nusyȗz bukan hanya disebabkan istri, tetapi sangat mungkin pula disebabkan

suami. Perlu pula ada penjelasan mengapa suami berhak memukul istri yang

nusyȗz dan bagaimana relevansinya dengan Undang-Undang Kekerasan

15 Djuju Zubaedah dalam Jamaluddin, Pendidikan Perempuan melalui Pesantren &
Kiprah Sosial Pesantren, (Mihrab Journal Pondok Pesantren Vol.II. No.3. September, 2008), h.
109



7

dalam Rumah Tangga. Penjelasan tersebut dibutuhkan untuk memenuhi rasa

keadilan dan menjawab pandangan bias gender dalam masalah nusyȗz.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, dapat di kemukakan bahwa

masalah nusyȗznya istri, nusyȗznya suami, dan akibat hukum yang

ditimbulkannya merupakan masalah penting untuk dikaji kembali karena

berkaitan dengan metode penetapan hukum Islam yang dipilih oleh ulama

terdahulu. Selain itu cara pandang masyarakat muslim dewasa ini menjadi

lebih kritis karena terdorong oleh realitas sosial dan budaya yang jauh lebih

kompleks dibanding dengan ulama terdahulu. Berdasarkan permasalahan

tersebut penulis ingin mengangkat masalah dengan menjadikan fokus

penelitian sebagai upaya Ius Constituendum16 Hukum Perkawinan di

Indonesia yang berjudul Konsep Nusyȗz Menurut Hukum Islam Dan

Kesetaraan Gender.

B. Fokus Masalah

1. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul

penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu

dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan

bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan

kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan

fisik dan mental karena menikah adalah  hal sakral dan dapat

menentukan jalan hidup seseorang.

b. Munculnya pandangan bahwa ketentuan dan pembebanan hukum

yang berbeda antara laki-laki dan perempuan walau dikatakan

bersumber dari al-Qur’an, namun bukan kontruksi ilahiyah, tetapi

lebih sebagai produk historis (sosial budaya).

16 Ius Constituendum adalah ketentuan hukum untuk mencapai tujuan dalam memenuhi
perubahan kehidupan masyarakat sebagai hukum yang di cita-citakan. Abdul Latif dan Hasbi Ali,
Politik Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 57



8

c. Ijtihad ulama terdahulu bukan sesuatu ketetapan hukum yang tidak

dapat dikritik atau dianalisa kembali, terutama jika melihat realitas

sosial budaya yang berlaku di daerah tempat suami istri berada.

d. Perlunya penjelasan yang kongkrit dan memenuhi rasa keadilan

tentang konsep nusyȗz, terutama ketika dihadapkan pada wacana

gender dewasa ini.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka masalah yang

akan diteliti dibatasi pada hal-hal sebagai berikut :

a. Pembahasan tentang nusyȗz lebih ditekankan pada aspek keadilan

bagi istri dilihat dari perspektif gender.

b. Telaah tentang ijtihad ulama terdahulu masalah nusyȗz lebih

ditekankah pada relevansi produk ijtihad dengan realitas sosial budaya

yang berlaku di daerah tempat suami istri berada.

c. Analisis nusyȗz lebih ditekankan pada rasionalisasi perbedaan

pembebanan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam masalah

nusyȗz.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah di

atas, maka permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :

a. Bagaimana analisis nusyȗz suami istri dalam hukum Islam dan

gender?

b. Bagaimana implikasi nusyuz suami istri dalam hukum Islam dan

gender?

c. Bagaimana rasionalisasi perbedaan implikasi nusyȗz antara suami istri

menurut hukum Islam dan gender?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini

adalah sebagai berikut :

a. Untuk menganalisis bentuk nusyȗz suami istri dalam hukum Islam.
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b. Untuk menganalisis ijtihad ulama’ terdahulu dalam  masalah nusyȗz.

c. Untuk menganalisis rasionalisasi keadilan dari perbedaan implikasi

nusyȗz antara suami dan istri dalam hukum Islam.

2. Manfaat dan Signifikasi Penelitian

Selain beberapa tujuan yang hendak dicapai tersebut di atas, maka

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan

wawasan ilmiah tentang nusyȗz dalam hukum Islam.

b. Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan ilmiah

dari sudut pandang hukum Islam kepada suami istri agar dapat

mengatasi permasalahan nusyȗz dan mewujudkan keluarga yang

sakinah, mawaddah wa rahmah.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk jenis

penelitian kualitatif pustaka (library research). Dikarenakan data yang

dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, berupa

literatur yang berkaitan dengan konsep nusyȗz dalam hukum Islam.

Adapun dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif

analisis, yaitu “terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan

keadaannya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.”17 Dalam

penelitian ini dideskripsikan konsep nusyȗz dalam hukum Islam, serta

dasar-dasar yang digunakan oleh ulama fiqih dalam melakukan ijtihad

tentang masalah nusyȗz.

2. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini yaitu data sekunder dikarenakan

penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), bukan

17 Hermansyawarsito, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: Gramedia, 1992), h. 10
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penelitian lapangan. Selanjutnya sumber data sekunder yang digunakan

dijelaskan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur’an, Hadits,

Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974, Kompilasi Hukum

Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah : buku karya Imam

Syafi’I,: al-Umm Juz 6 bab khulu’ dan nusyȗz, buku karya Ali Yusuf

as-Subki, Fikih Keluarga, buku karya Abdurrahman Ghazali, Fiqh

Munakahat, buku karya Muhammad Jawad Mughniyah Fiqh Lima

Madzhab, buku karya Muhammad Al-Misry, az-Ziwaj al-Islami as-

Sa’id, buku karya Shaleh bin Ghanim, Jika Suami Istri Berselisih

mengatasinya Bagaimana ? (nusyȗz), buku karya Wahbah Zuhaili

yang berjudul Fiqih Imam Syafi’I (al-Fiqhu asy-Syafi’I al-Muyassar),

buku karya Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, yang

berjudul Kifayatul Akhyar, al-Fiqhul Islam wa Adilatuhu, karya

Wahbah Zuhaili, Kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid,

karya Ibnu Rusyd, kitab Tafsir Jalalain karangan Imam Jalaludin Al-

Mahalli dan Imam Jalaludin As- Suyuti, kitab Al-Fiqh Al-Sunnah

karya Sayyid Sabiq, kitab Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab,

tafsir ahkam, hadits, kitab-kitab fiqh karya para ulama, buku-buku

ilmiah, buku-buku wajib yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Data tersier diharapkan dapat menunjang penelitian dalam

mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga

bahan primer dan sekunder menjadi lebih lengkap. Adapun yang

menjadi data tersier dalam penelitian ini adalah Ensiklopedi Hukum

Islam, majalah dan internet.
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3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data kepustakaan baik yang bersumber dari bahan

data primer maupun sekunder dilakukan dengan menggunakan teknik

dokumentasi, yaitu “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang

merupakan catatan transkip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.”18

Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mencari data yang

berkaitan dengan konsep nusyȗz dalam hukum Islam.

4. Teknik Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

content analysis (analisis isi). Dalam analisis data jenis ini dokumen yang

dianalisis disebut dengan istilah “teks” atau wujud dari representasi

simbolik yang direkam atau didokumentasikan. Content analysis

menunjuk kepada metode analisis yang integratif dan secara konseptual

cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan

menganalisis dokumen untuk memahami makna dan signifikasinya.19

Selain itu, analisis yang akan dilakukan dalam penelitan ini

menggunakan pendekatan sosiologis historis, pendekatan ini

dipergunakan untuk menggambarkan tentang peristiwa masa lalu yang

didalamnya akan terungkap segi-segi sosial dari peristiwa yang dikaji.20

Dengan demikian, dapat dipahami arti subyektif dari perilaku sosial dan

tindakan sosial ulama terdahulu tentang masalah nusyȗz.

E. Penelitian Yang Relevan

Sejauh telaah yang dilakukan oleh penulis atas berbagai karya tulis, telah

banyak ditemukan karya-karya yang membahas persoalan nusyȗz. Hal ini

tentu saja karena tema nusyȗz sendiri termasuk dalam kategori persoalan

18 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2002), cet. ke-2 Edisi Revisi V, h. 206

19 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah
Varian Kontemporer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 203

20 Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu,
1999), h. 11
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klasik. Namun dalam mencari referensi yang membicarakan tentang

ketentuan nusyȗz dalam hukum Islam yang dikaitkan dengan perspektif

keadilan gender, penyusun belum menemukan adanya karya yang

membahasnya dalam satu bahasan secara khusus.

Berdasarkan penelusuran di Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung,

sejauh ini belum penulis temukan tesis yang secara khusus meneliti tentang

konsep nusyȗz dalam hukum Islam yang mengkaji tentang nusyȗz suami dan

istri. Oleh karena itu dilakukan penelusuran di berbagai perpustakaan digital

untuk mengetahui apakah sebelumnya telah ada penelitian yang secara khusus

meneliti tentang nusyȗz.

1. Pandangan Imam Syafi’I tentang Nusyȗz Dalam Perspektif Gender

Berdasarkan penelusuran di perpustakaan digital UIN Malang,

ditemukan tesis yang berjudul “Pandangan Imam Syafi’I tentang Nusyȗz

Dalam Perspektif Gender”, karya Imam Bagus Susanto, mahasiswa

Fakultas Syariah UIN Malang.21

Fokus penelitian dalam tesis di atas, lebih menekankan kepada

pengungkapan fenomena global tentang kesetaraan gender dan kritis

terhadap pendapat Imam Syafi’I dalam masalah nusyȗz. Penelitian di

atas, kurang mendalam tentang kajian nusyȗz suami dan relasi suami istri

dalam bentuk kewajiban dan hak. Sedangkan penelitian ini, selain

mengkaji nusyȗz suami dan istri, juga mengkaji keseimbangan kewajiban

dan hak dalam relasi suami istri. Juga mengkaji tentang penanganan

nusyȗz suami dan istri yang dikaitkan dengan perspektif gender.

2. Nusyȗz (Studi Komparatif antara Pendapat Imam Syafi’I dan Amina

Wadud

Selain tesis dengan judul di atas, penelitian lain yang dapat

ditemukan berjudul “Nusyȗz (Studi Komparatif antara Pendapat Imam

21 Bagus Susanto, “Pandangan Imam Syafi’I tentang Nusyȗz Dalam Perspektif Gender”,
dalam http://Iib.uin-malang.ac.id (27 September 2016)
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Syafi’I dan Amina Wadud”, karya Husni Mubarok mahasisa Fakultas

Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.22

Fokus penelitian pada tesis di atas lebih menekankan pada studi

komparasi antara pendapat Imam Syafi’I dengan Amina Wadud dalam

masalah nusyȗz, dan kurang pembahasan tentang penanganan nusyȗz

suami dan istri yang dikaitkan dengan perspektif gender.

3. Konsep Nusyȗz Suami dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam

Selain tesis dengan judul di atas, ditemukan pula tesis dengan

judul “Konsep Nusyȗz Suami dalam Perspektif Hukum Perkawinan

Islam”, karya Fatma Novida Matondang, mahasiswi program pasca

sarjana Universitas Sumatera Utara.23

Penelitian tesis di atas lebih kepada nusyȗz yang dilakukan oleh

suami, sedangkan fokus penelitian ini selain nusyȗz suami, juga mengkaji

tentang nusyȗz istri dan penanganan yang dilakukan dalam menghadapi

nusyȗz suami dan istri.

Dari beberapa penelitian yang telah penulis uraikan di atas, fokus

penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian

ini memfokuskan pada pembahasan tentang konsep nusyȗz dalam hukum

Islam yang ditinjau dari perspektif keadilan gender.

F. Pendekatan Gender

Sebagaimana layaknya teori sosial lainnya, seperti analisis kelas,

analisa kultural dan analisa diskursus, analisa gender adalah alat analisa untuk

memahami realitas sosial. Sebagai teori tugas utama analisa gender adalah

memberi makna, konsepsi, asumsi, ideology, dan praktek hubungan baru

antara kaum laki-laki dan perempuan, serta implikasinya terhadap kehidupan

sosial yang lebih luas (sosial, ekonomi, politik, kultural) yang tidak dilihat

22 Husni Mubarok, “Nusyȗz (StudiKomparatif Pendapat Imam Syafi’I dan Amina
Wadud”, dalam http://digilib.uin-suka.ac.id (27 September 2016)

23 Fatma Novida Matondang, “Konsep Nusyȗz Suami dalam Perspektif Hukum
Perkawinan Islam.” Dalam http://library.usu.ac.id (27 September 2016)
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dari teori ataupun analisa sosial lainnya.24 Sehingga tidak ada lagi pandangan

yang tidak adil terhadap perempuan dengan anggapan dasar bahwa

perempuan itu irasional, emosional, lemah dan lain-lainnya, menyebabkan

penempatan perempuan dalam peran-peran yang dianggap kurang penting.

Menurut Oakley yang dikutip dari bukunya Khoiruddin gender

didefinisikan dengan perbedaan antara laki laki dan perempuan berdasarkan

konstruksi social bukan sekedar biologi dan bukan kodrat Tuhan. Sedang sex

(biologi) karena kodrat Tuhan. Karena itu, gender bisa berubah dari waktu ke

waktu, dari satu tempat ke tempat lain, bahkan satu kelas ke kelas lain.

Sementara biologi (sex) tetap sama. Dengan sendirinya perbedaan sex adalah

kodrati, karena perbedaannya permanen. Begitu juga menurut Caplan dalam

bukunya The Cultural Contruction of Sexuality menyebut, perbedaan antara

laki-laki dan perempuan bukan sekedar biologi namun secara social dan

cultural.25

Ketidakadilan peran gender yang sudah membudaya tersebut akan

mengakibatkan perempuan mengalami proses imarginalisasi, subordinasi,

stereotype keperempuanan yang cenderung negative, tindak kekerasan dan

pelecehan serta beban kerja domestic yang terlalu banyak. Sementara itu

gerakan menuju kesetaraan gender sering mendapat perlawanan dan

hambatan karena ketidakmengertian mengapa status perempuan harus

dipertanyakan, serta mengapa hak-hak istemewa yang dimiliki dan dinikmati

laki-laki harus digugat.

1. Perkembangan Historis Pendekatan Feminis

Pembebasan akal dari belenggu teologi gereja, telah menghasilkan

revolusi ilmu pengetahuan di abad 17, yang mendorong lahirnya faham

liberalism yang akhirnya mencetuskan revolusi prancis di akhir abad 17.

Revolusi ini kemudian menimbulkan prahara sosial politik demokratisasi

Eropa Barat. Bersamaan dengan liberalisasi sosial politik demokratisasi

itu kaum wanitapun bangkit untuk memperjuangkan hak-haknya. Inilah

24 Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam (Yogyakarta: ACAdeMIA TAZZAFA,
2009), h. 219

25 Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, h. 220
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awal gerakan feminisme individualis yang dipelopori oleh Mary

Wollstonecraft di Inggris yang menulis a findication of the rights of

women pada tahun 1792.26

Revolusi akhir abad 18 diikuti oleh revolusi industri abad 19, yang

pada giliranya, melahirkan gerakan sosialisme di abad 19 yang didirong

oleh kondisi buruk kaum buruh Eropa pada waktu itu. Banyak wanita

yang ikut menderita sebagai kaum buruh yang di bayar sangat murah

tentu saja ikut bergerak bersama rekan-rekannya pria melahirkan gerakan

feminisme jenis baru yang dikenal kemudian sebagai feminisme sosialis.

Diantara mereka adalah Charlote Perkins Gilman (1860-1935), pelopor

feminism non Marxis di Amerika dan Alexandra dan Colontai (1872-

1952) di Rusia, seorang pelopor feminism sosialis Marxis.27

Pada paruh pertama abad 20 yang diwarnai oleh dua buah perang

dunia, perjuangangan kaum feminisme individualisme berhasil dengan

dicantumkannya hak-hak pilih dan suara mereka dalam berbagai

konstitusi Negara-negara barat. Trauma perang dunia pertama

menyebabkan surutnya gerakan feminisme dalam bentuknya yang

progresif, tetapi sebaliknya usainya perang dunia ke-2 dengan

membaiknya kondisi ekonomi dunia Barat justru feminisme

mengalami radikalisasi.

Berlawanan dengan kesalahpahaman yang telah populer, studi

feminis terhadap agama memiliki asal usul panjang dan menarik. Adalah

mungkin meletakkan seorang perempuan atau sekelompok perempuan

dalam suatu periode sejarah, yang menentang pembatasan-pembatasan

yang dikenakan oleh otoritas keagamaan kepada mereka. Asal usul bentuk

yang dapat dikenal dari feminisme religius Anglo-American yang

terorganisir muncul pada abad XIX dan didominasi oleh dua isu utama,

26 Elaine Showalter (Ed.), Speaking of Gender (New York & London: Routledge, 1989),
hal. 10.

27 Oakley dalam Sex, Gender, and Society sebagaimana dikutip Mansour Fakih
Membincang Feminisme; Diskursus Gender dalam Perspektif Islam (Surabaya: Risalah Gusti,
1996), h. 32.
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perbedaan tentang persamaan akses terhadap jabatan pendeta (ministry)

dan kritisisme Injil.28

Keterlibatan feminis dengan agama di abad XIX merupakan suatu

yang rumit dan berbelit, namun mengilhami baik tanggapan yang

konservatif maupun radikal. Feminisme Evangelis mendasarkan

seruannya pada perluasan peran kewarganegaraan perempuan yang

mendasarkan pada definisi tradisional feminis, memuji bakat perempuan

terhadap pengasuhan dan kecenderungannya untuk menafikan dirinya

demi kepentingan orang lain sebagai kualitas moral yang patuh dicontoh.

Sebagaimana feminis abad XIX membangun analisis yang mereka

tawarkan berdasar mainstream perempuan maka sarjana-sarjana agama

perempuan kontemporer menerima dorongan ideologis yang sangat besar

dari persoalan-persoalan yang dimunculkan oleh gelombang feminisme

kedua tahun 1960 dan 1970. Seperti pendekatan teoritis para

pendahulunya, proyek kritis feminism kontemporer dimulai dengan

pembahasan yang komprehensif terhadap misoginitas agama barat.

Dimensi kritis dekonstruktif menandai fase pertama analisis

feminis, kemunculan teologi feminisme sering ditetapkan sejak

munculnya artikel sebelumnya yang ditulis oleh Valerie Saiving tahun

1960 dalam The Human Situation: A Feminine View. Saiving menuntut

reformulasi definisi teologi tradisional tentang dosa bahwa dosa adalah

kesukaan menonjolkan diri sendiri (self assertion) sehingga secara khusus

mencakup kecenderungan perempuan pada keterbelakangan atau penafian

diri.29

2. Teori-Teori Feminis

Berbicara tentang pendekatan gender kurang lengkap sebelum

membicarakan pendekatan feminis. Sebab dapat dikatakan bahwa gender

itu sendiri adalah bagian dari feminis.

28 Peter Connolly, Aneka Pendekatan Studi Agama (Yogyakarta: LKIS, 2002), terjemah
Imam Khoiri, h. 65

29 Peter Connolly, Aneka Pendekatan Studi Agama, h. 75
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Feminism adalah suatu gerakan dan kesadaran yang berangkat dari

asumsi bahwa kaum perempuan menagalami deskriminasi dan usaha

untuk menghentikan deskriminasi tersebut. Dengan pengertian seperti itu,

sesungguhnya kaum feminis tidak harus perempuan dan boleh jadi

seorang muslim atau muslimat. Persoalan muncul ketika mereka berusaha

menjawab pertanyaan mengapa kaum perempuan di deskriminasi atau

diperlakukan tidak adil? Jawaban tersebut membedakan mereka kepada

empat golongan:

a. Feminis Liberal

Bagi mereka mengapa kaum perempuan terbelakang adalah

salah mereka sendiri karena tidak bisa bersaing dengan kaum laki-

laki. Asumsi dasar mereka adalah, bahwa kebebasan dan equalitas

berakar pada rasionalitas. Oleh karena itu dasar perjuangan mereka

adalah menuntut kesempatan dan hak yang sama dalam setiap

individual termasuk perempuan, karena perempuan adalah mahluk

rasional juga. Mereka tidak mempersoalkan struktur penindasan dari

ideologi patriarkhi dan struktur politik ekonomi yang didominasi oleh

laki-laki.

Golongan pertama tersebut sangat dominan dan menjadi dasar

teori modernisasi dan pembangunan. Bagi mereka, perbedaan antara

tradisional dan modern adalah pusat masalah. Dalam perspektif

feminis liberal kaum perempuan di anggap sebagai masalah ekonomi

modern atau partisipasi politik. Keterbelakangan perempuan adalah

akibat dari kebodohan dan sikap irasional, serta teguh pada nilai-nilai

tradisional. Industrialisasi dan modernisasi adalah jalan untuk

meningkatkan status perempuan, karena akan mengurangi akibat dari

ketidaksamaan kekuatan biologis antara laki-laki dan perempuan.

Uapaya lain lebih dikonsentrasikan pada usaha pendidikan pada kaum

perempuan maupun berbagai proyek kegiatan yang ditujukan untuk

memberi peranan kepada kaum perempuan, seperti misalnya program

“women indevelopment” (WID).
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b. Feminis Radikal

Bagi mereka dasar penindasan perempuan sejak awal adalah

dominasi laki-laki, dimana penguasaan fisik perempuan oleh laki-laki

dianggap sebagai bentuk dasar penindasan. Dalam patriarkhi, yakni

ideologi yang kelelakian dimana laki-laki dianggap memiliki

kekuasaan superior dan privillage ekonomi adalah akar masalah

perempuan.

Dalam menjelaskan penyebab penindasan perempuan, mereka

menggunakan pendekatan historis, dimana patriarkhi dianggap

sebagai masalah universal dan mendahului segala bentuk penindasan.

Mereka mereduksi hubungan gender pada perbedaan natural dan

biologi. Dan karenanya, mereka melawan segala bentuk kekerasan

seksual termasuk pornografi dan sexsual turism. Bagi mereka,

personal political. Bagi perempuan kaum radikal revolusi terjadi pada

setiap individu perempuan dan dapat terjadi hanya pada perempuan

yang mengambil aksi bentuk mengubah gaya hidup, pengalaman dan

hubungan mereka sendiri. Penindasan perempuan adalah urusan

subyektif individual perempuan, suatu hal yang bertentangan dengan

kerangka marxis yang melihat penindasan perempuan sebagai realitas

obyektif.

c. Feminis Marxis

Mereka menolak gagasan kaum feminis radikal bahwa biologi

sebagai dasar pembedaan. Bagi mereka, penindasan perempuan adalah

bagian dari eksploitasi kelas dalam relasi produksi. Isu perempuan

selalu diletakkan dalam kerangka kritik terhadap kapitalisme. Namun,

modus penindasan perempuan telah lama sebelum zaman kapitalisme

karya Engel The origin of the Family: Private Property and the State,

mengupas awal jatuhnya status perempuan, yakni dimulai sejak

perubahan organisasi kekayaan, yakni saat munculnya era hewan

piaraan dan petani menetap, dimana menjadi awal kondisi penciptaan

surplus yang menjadi dasar private property surplus kemudian
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menjadi dasar bagi perdagangan, dan produksi untuk exchange

mendominasi produksi for use. Karena laki-laki mengontrol produk

untuk exchange, maka mereka mendominasi hubungan social dan

politik masyarakat; dan akhirnya perempuan direduksi menjadi bagian

dari properti. Maka sejak saat itu, dominasi laki-laki terhadap

perempuan dimulai.

Oleh karena itu penganut feminism Marxisme beranggapan

bahwa penyebab penindasan perempuan bersifat struktural (akumulasi

capital, dan devisi kerja internasional), maka revolusi atau

memutuskan hubungan dengan sistem kapitalis internasional adalah

solusinya.

d. Feminis Sosialis

Mereka merupakan sintesa antara teori kelas Marxisme dan the

personal is political dari radikal feminis. Bagi mereka, penindasan

perempuan ada di kelas manapun. Mereka menolak Marxis klasik, dan

tidak menganggap eksploitasi ekonomi sebagai lebih esensial dari

pada penindasan gender. Bagi mereka ada ketegangan antara

kebutuhan kesadaran feminis disatu pihak dan kebutuhan untuk

menjaga integritas materialisme Marxisme dipihak lain, sehingga

analisa patriarkhi perlu ditambahkan dalam analisa mode of

production. Mereka mengkritik asumsi umum, bahwa ada hubungan

antara partisipasi perempuan dalam produksi dan status perempuan.

Partisipasi perempuan dalam ekonomi memang perlu, tetapi

tidak selalu menaikkan status perempuan memeng ada korelasi antara

tingkat partisipasi dengan status perempuan, namun keterlibatan

perempuan justru menjerumuskan, karena mereka dijadikan budak

(virtual slafes). Bagi mereka, meningkatkan partisipasi perempuan

dalam ekonomi lebih membawa pada antagonism seksual daripada

meningkatkan status mereka. Kegagalan mentransformasi posisi kaum

perempuan di eks Uni Sofiet , China dan Kuba membuktikan bahwa

revolusi tidak serta merta membebaskan perempuan.
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Oleh karena itu, kritik terhadap kapitalisme harus disertai

kritik dominasi atas perempuan. Teori Zillah Eisenstein ‘capitalist

patriarchy’ teori yang menyamakan dialektika struktur kelas dengan

struktur hirarki seksual, adalah bentuk sintesa tersebut. Eisenstein

mulai dengan thesis ‘perempuan sebagai suatu kelas’, yakni

menerapkan konsep alienasi Marx terhadap kaum perempuan. Seperti

proletarisasi buruh, perempuan juga ditekan oleh kapitalisme dan

patriarkhi untuk mencapai nilai esensi mereka. Penindasan perempuan

juga bisa menimbulkan kesadaran revolusi. Mereka menolak

anggapan women as sex dari radikal feminis, dimana biologi dianggap

menentukan nasib perempuan. Bagi Eisenstein, ketidak adilan tidaklah

semata akibat perbedaan biologis tetapi lebih karena penilaian dan

anggapan (social kontruktion) terhadap perbedaan itu.

Dalam bukunya Pengantar Studi Islam, Khoiruddin nasution

menambahkan satu teori lagi tentang feminism Islam, yaitu Islam

memberikan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam

melakukan karya (amal). Unsur yang membedakan seorang dari orang

lain adalah kualitas diri (taqwa), bukan jenis kelamin, bukan warna

kulit, bukan etnis, bukan bangsa dan yang lain-lain.30

Setiap teori feminis memiliki perspektif yang berbeda di dalam

memahami hakikat ketidak adilan dan penindasan terhadap kaum

wanita. Masing-masing teori memiliki pendekatan dan strategi yang

beragam pula dalam menganalisis ketidakadilan gender ini. Variasi

pemikiran ini selain merefleksikan bagaiamana feminisme berusaha

merespon terhadap krtitik yang dilontarkan oleh setiap madzab satu

sama lain, juga menunjukkan bahwa feminism merupakan paradigma

yang cairm responsive dan tidak dogmatis.

30 Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, h. 222
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G. Kerangka Teori

Bagian ini berisi konseptual atau teori-teori yang akan diterapkan atau

diuji dalam penelitian tesis, serta konsep operasional sebagai dasar

pelaksanaan penelitian.31 Kerangka teori menguraikan jalan pikiran menurut

kerangka yang logis artinya mendudukkan masalah penelitian yang telah

dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu

menerangkan masalah tersebut.32 Kerangka teori adalah kerangka pemikiran

atau butir-butir pendapat, teori, tesis si penulis mengenai kasus atau

permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan

teoritis.

Pada dasarnya ada beberapa teori yang digunakan penulis dalam

penyusunan Tesis ini yaitu :

1. Teori Perubahan dalam Hukum Islam

Teori ini di kemukakan oleh Fazlur Rahman33 yang mengatakan

bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup selama perubahan dan

pergeseran situasi dan kondisi masih tetap berlangsung. Dengan kata lain

hukum akan selalu berubah sesuai dengan kondisi masyarakat dengan

ijtihad ulama yang disesuaikan keadaan dimasanya.

Dalam literatur hukum Islam kontemporer, kata “perubahan” silih

berganti dipergunakan dengan kata reformasi, modernisasi, rektualisasi,

dekonstruksi, rekonstruksi, tarjih, islah dan tajdid. di antara kata-kata

tersebut yang paling banyak di pergunakan adalah kata reformasi, islah

dan tajdid. Reformasi berasal dari bahasa Inggris “reformation” yang

berarti membentuk  atau menyusun kembali.

Tajdid mengandung pengertian pembaruan, sebab dalam kata

tajdid terdapat tiga unsur yang saling berhubungan, yaitu: pertama, al-

i’adah, artinya mengembalikan masalah-masalah agama terutama yang

31 Wan Jamaluddin, Pedoma Penulisan Proposal Dan Tesis (Bandar Lamupung : 2010)
h. 3

32 Made Wiratha, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian,Skripsi dan Tesis, (Yogyakarta :
Andi, 2006), h.6

33 Fazlur Rahman, islamic Methodology In History, Terjemahan Anas Mahyuddin,
Membuka Pintu Ijtihad, (Bandung : Pustaka, 1995 ) h. 58
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bersifat khilafiyah kepada sumber ajaran agama Islam yaitu al-Qur’an dan

al-Hadits. Kedua, al-ibanah, artinya purifikasi atau pemurnian ajaran

agama Islam dari segala macam bentuk bid’ah dan khurafat serta

pembebasan berpikir (liberalisasi) ajaran Islam dari fanatik mashab,

aliran, ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Ketiga, al-ihya, artinya menghidupkan kembali menggerakan, memajukan

dan memperbarui pemikiran dan melaksanakan ajaran agama Islam.

Pengertian inilah yang penulis pakai dalam penulisan tesis ini.

Pembaruan yang dikemukakan ini berbeda dengan pembaruan yang

dikemukakan oleh Harun Nasution34 yang lebih menekankan pada

penyesuaian pemahaman Islam sesuai dengan perkembangan baru yang di

timbulkan akibat kemajuan ilmu pengetahuan teknologi modern.

Masalah-masalah hukum yang perlu di perbarui (di tajdidkan)

adalah hal-hal sebagai berikut : pertama manhaj ilahi, baik tentang akidah,

syariah atau akhlak untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan nya

(hablum min allah) dan hubungan antar sesama manusia. Suatu manhaj

yang dilukiskan oleh Ibnu Khaldun sebagai undang-undang Ilahi yang

selaras dengan keinginan manusia demi terwujudnya kemaslahatan hidup

di dunia dan akhirat.

kedua, fikrah atau pemikiran dan syahsyiyah yang terus maju,

bukan din Allah yang di tajdidkan menurut hadits tetapi din manusia, agar

manusia tetap bertambah kokoh iman dan pengalamannya. Iman dan

Islamnya yang telah usang menjadi baru kembali sesuai dengan

perkembangan zaman. Oleh karna itu, dalam melakukan pembaruan

hukum Islam hendaklah menjauhi hal-hal yang qath’i karna objek yang

dapat diperbarui adalah hal-hal yang menyangkut dunianya saja. Di

samping itu, dalam melakukan pembaruan hendaknya menjauhkan diri

dari sifat jumud yang mendukung status quo yang ingin bertahan dengan

34 Harun Nasution, Pembaharuan Hukum Islam, Pemikiran dan Gerakan, (Jakarta ; Bulan
Bintang, 1986, Cet ke-4) h. 11-12
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fatwa-fatwa terdahulu, padahal hukum-hukum tersebut tidak relevan lagi

dengan kebutuhan manusia masa kini.35

Berangkat dari pikiran Fazlur Rahman yang mengatakan bahwa

hukum Islam (pengertian fiqih) bukanlah suatu hal rigid, dan sakral

terhadap perubahan-perubahan, karna hukum Islam dituntut untuk mampu

memberikan jawaban-jawaban yuridis terhadap berbagai tuntutan dan

persoalan hidup serta kehidupan manusia, sementara dinamika kehidupan

senantiasa menimbulkan perubahan-perubahan.

Oleh sebab itu, peluang kajian hukum Islam di Indonesia haruslah

terbuka,dan haruslah dilakukan denga memperhatikan implikasi-implikasi

sosial dan penerapan produk-produk pemikiran hukumnya, disamping

tetap mejaga relevansi dengan kehedak doktrin al-Qur’an dan al-Sunnah

tentang tingkah laku manusia.

Berdasarkan hal tersebut memahami hukum Islam secara

kontekstual merupakan suatu keharusan agar hukum Islam senantiasa

aspiratif, akomodatif dan relevan dengan perkembangan zaman.

Pemahaman dengan kontekstual meniscayakan adanya pengerahan daya

nalar umat Islam yang populer dengan sebutan ijtihad.

Tuntutan ijtihad terutama dalam soal-soal muamalah, untuk saat ini

sanghat besar dan mendesak, terutama dalam soal-soal ekonomi dan

keuangan, dan juga berbagi temuan ilmiah yang berkaitan dengan soal-soal

kemanusiaan. Misalya, jasa bank yang menawarkan berbagai produk tukar

menukar uang, dan juga produk-produk hukum lainnya yang mungkin dari

perspektif hukum dapat menjadi hal yang masih kontroversial. Kehadiran

Fazlur Rahman dalam peta pemikiran hukum Islam seolah-olah merupakan

jawaban kritis metodologi dan pembaruan hukum Islam yang selama itu

menjadi perdebatan di antara para ahli hukum Islam. Dalam sejumlah

karyanya, Fazlur Rahman selalu menekan kan perlunya aspek metodologi

dalam pembaruan hukum Islam di masa yang akan datang, sebab hukum

35 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada, 2006) h. 149
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itu merupakan aspek yang dominan dan menentukan di dalam pemikiran

Islam.

Pemikiran Fazlur Rahman tersebut sejalan dengan usaha gerakan

pembaruan hukum Islam di Indonesia yang dilaksanakan oleh para

cendikiawan muslim di Indonesia sejak tahun 1970-an yang di sponsori

oleh Hazairin. Langkah pertama yang dilakukan oleh Hazairin adalah

mendepak teori receptie (yang di sebut dengan teori iblis) yang dibuat

oleh pemerintah kolonial belanda ata tipu daya oprientalis snouck

hurgronje. Teori tersebut menyatakan bahwa hukum Islam baru boleh

dilaksanakan untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum kekeluargaan bagi

umat Islam apabila hukum Islam tersebut telah di terima oleh hukum adat.

Kemudian Hazairin berusaha meyakinkan bangsa Indonesia bahwa

dengan berlaku UUD 1945, teori receptie ini sudah terkubur secara formal

dan dengan sendirinya tidak perlu dihiraukan lagi. Teori beliau disebut

dengan teori receptie exit yang selanjutnya dikembangkan oleh Sayuti

Thalib dengan teori yang di sebut dengan teori recepyie a contrario, yang

menyatakan bahwa hukum adat boleh di pakai kalau sudah beradaptasi

dengan hukum Islam, jadi kebalikandari teori receptie.

2. Teori Illat Hukum

Untuk memahami dan mengetahui apa yang menjadi pendorong

(alasan-alasan logis) dari semua ketentuan hukum yang telah ditetapkan

itu, maka para ulama ushul berupaya meneliti Nash al-Qur`an dan al-

Sunnah dengan melihat hubungan antara suatu ketentuan hukum dengan

alasan yang yang mendasarinya (Causal - Connection). Upaya ini, pada

akhirnya melahirkan suatu teori yang kemudian dalam Ilmu Ushul Fiqh

disebut dengan ‘illat36 hukum atau Ta‘lîl al-Ahkâm )تعلیـل الأحـكام( , yaitu

teori ke-‘illat-an hukum.

36 Kata ‘illat (al-‘illat) belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia, oleh karena itu,
untuk penyebutan selanjutnya dalam tulisan ini akan tetap ditulis atau dibaca dengan sebutan ‘illat.
Hal ini dimaksudkan agar tidak bergeser dari arti dasarnya. Dalam kajian Ushul Fiqh
kata ‘illat diartikan dengan sesuatu yang menjadi pautan hukum. Artinya suatu ketetapan hukum
dari Syâri‘ terpaut dengan‘illat (alasan) yang melatarbelakanginya. Lihat: Abd al-Wahhâb
Khallâf, Mashâdir al-Tasyrî‘ al-Islâmî fî Mâ Lâ Nashkh Fîh (Kuwait: Dâr al-Qolam, 1972), h. 49
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Teori ke-‘illat-an hukum atau ‘illat hukum (ta‘lîl al-ahkâm) pada

prinsipnya mengkaji dan membicarakan tentang apa yang

menjadi ‘illat atau manâth al-hukm yaitu pautan hukum serta apa pula

yang menjadi indikator bahwa ‘illat yang dimaksud adalah merupakan

alasan yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum tersebut.

Ulama Ushul Fiqh mendeduksikan suatu pandangan dengan

merumuskan bahwa setiap ketentuan hukum akan terpaut

dengan ada dan tidak adanya ‘illat.37 Artinya ‘illat-lah yang menjadi

pautan hukum. Dalam hubungan ini Khallâf,38 menyebutkan :

.ـهَـاكْـمِ تـَدُ وْرُ الأَحْـكَام وُ جُـوْدٌا وَعَــدَ مًا مَعَ عللَهَـا لاَ مَـعَ ح ـُ

Maksudnya bahwa hukum-hukum syara‘ itu dilatarbelakangi oleh

ada dan tidak adanya ‘illat, bukan oleh hikmahnya.

Pandangan ini semakin mempertegas dan memperjelas eksistensi,

posisi dan fungsi ‘illat dalam hubungannya dengan pensyari‘atan atau

pembentukan ketentuan hukum. Karena itu ‘illat menjadi kata kunci yang

sangat menentukan dalam upaya untuk memahami apa yang melatar

belakangi suatu ketetapan hukum syara‘ tersebut.

3. Teori Maslahah

Selain Teori-teori diatas sebagai teori utama dipergunakan juga

beberapa teori pendukung, karena di anggap relevan dengan penulisan

tesis ini dan dapat membantu dalam menganalisis permasalahan  analisis

dalam penulisan tesis ini adalah teori mashlahah, yaitu mashlahah yang

secara eksplisit tidak ada satu dalil pun, baik yang mengakuinya ataupun

37 Deduksi tersebut dikalangan ulama ushul dibakukan menjadi kaedahushûlîyah.
Memang diakui bahwa dalam beberapa ketentuan Ushûl Fiqh baik klasik maupun kontemporer
redaksinya beragam. Al-Subkî, misalnya menyebutnya dengan istilah ثـبـوت الحكـم بـثــبـوتـھ ھو كونـھ 
علة" Namun demikian, pada pokoknya terdapat satu kesamaan padanya bahwa hukum terpaut
dengan‘illat-nya. Uraian lebih lanjut lihat: Abd al-Kâfî al-Subkî, al-Ibhâj fî Syarh al-
Minhâj(Beirut: Dâr al-Kutub al-Islâmîyah, 1984), h. 71

38 Abd al-Wahhâb Khallâf, Mashâdir al-Tasyrî‘ al-Islâmî, h. 50.
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yang menolaknya. Mashlahah ini tidak disebutkan dalam nash secara

tegas.

Menurut Lahmuddin Nasution,39 dalam bahasa Arab mashlahah

(jamaknya mashalih) merupakan sinonim dari kata “manfaat” dan lawan

dari kata mafsadah (kerusakan). Secara majas, kata tersebut juga dapat

digunakan untuk tindakan yang mengandung manfaat. Kata manfaat

sendiri diartikan dengan Ladzdah (rasa enak) dan upaya mendapatkan

atau mempertahankannya. Dalam kajian syariat, kata mashlahah dapat

dipakai sebagai istilah untuk mengungkapkan pengertian yang khusus,

meskipun tidak lepas dari arti aslinya. Sedangkan arti mashlahah adalah

menarik manfaat atau menolak mudharat.

Menurut penjelasan Abdul Karim Zaidan sebagaimana yang

dikutib oleh Ramli S.A.,40 bahwa Imam Malik berserta pengikutnya

adalah orng yang mempergunakan teori mashlahah sebagai dalil hukum

dan hujjah dalam menetapkan hukum. Abu Zahrah41 menyebutkan bahwa

Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab pencetus teori

mashlahah sebagai dalil hukum. Sedangkan Imam Al-Ghazali42 menerima

teori mashlahah sebagai dalil hukum dan hujjah syari’ah dengan

ketentuan maslahatnya harus dharuriyah dan kulliyah. Zaky ad-Din

Sya’ban43 mengemukakan bahwa bukan hanya Imam Malik dan

pengikutnya yang mempergunakan teori mashlahah ini, tetapi para imam

mazhab yang lain pun mempergunakan teori maslahah sebagai dalil

39 Lahmuddin Nasution, Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi’i, (Bandung:
PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 127.

40 Ramli S. A., Muqoranah Mazhab Fil Ushul, (Jakarta: Gaya Media Pratama,
1999), h. 168

41 Imam Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Cairo, Mesir: Dar Al Arabi, 1958),
h, 280.

42 Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Mashlaha
Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, (Jakarta: Putaka Firdaus, 2002),
h. 76.

43 Zaky ad-Din Sya’ban, Ushul al-Fiqh al-Islam. (Mesir: Mathba’ah Dar al-Ta’lif,
1965, h. 182.
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hukum, meskipun dalam istilah yang berbeda, kecuali yang secara tegas

menolaknya yaitu golongan Zahiriyah. Pendapat yang terakhir ini adalah

sejalan dengan pandangan Imam al-Qarafi sebagaimana yang terdapat

dalam kitab Tanqih al-Fusul.

Ditinjau dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan

hukum, mashlahah ada tiga macam, yaitu: pertama, mashlahah

dharuriyah, kemaslahatan dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh

kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak mempunyai arti apa-

apa apabila satu jadi dari prinsip yang lima tidak ada. Kedua, mashlahah

hajiyah, kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya

tidak pada tingkat dharuriyah. Bentuk kemashlahatannya tidak secara

langsung bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Ketiga, mashlahah

tahsiniyah, yaitu mashlahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya

tidak sampai kepada tingkat dharuri, juga tidak sampai pada tingkat haji,

tetapi kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberikan

kesempurnaan dan keindahan hidup manusia.44

Apabila ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan

hukum, maka mashlahah itu merupakan lawan dari keburukan dan

kerusakan yang esensinya adalah terciptanya kebaikan atau kesenangan

dalam kehidupan manusia dan terhindar dari hal-hal yang dapat merusak

kehidupan umum. Mashlahah dalam pengertian ini dibagi menjadi tiga

macam, yaitu pertama, mashlahah al-mu’tabarah, yaitu masalah yang

diperhitungkan oleh syara’, maksudnya, pada masalah ini ada petunjuk

syara’, baik secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan

petunjuk pada adanya mashlahah yang menjadi alasan dalam menetapkan

hukum. Kedua, mashlahah al-mulghah, disebut juga dengan mashlahah

yang ditolak, yaitu mashlahah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak

diperhatikan oleh syara’ dan ada petunjuk syara’ yang menolaknya.

44 Bagir Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2006), h. 17.
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Di sini akal menganggapnya baik dan sejalan dengan apa yang

dituntut oleh mashlahah itu. Ketiga, mashlahah mursalah atau juga

disebut dengan istihlah, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan

dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, tetapi tidak ada petunjuk

syara’ yang menolaknya.45 Mashlahah dalam bentuk terakhir ini sejalan

dengan syarat yang dapat dijadikan pijakan dalam mewujudkan kebaikan

yang dibutuhkan manusia agar terhindar dari kemudharatan yang terjadi.

Teori Mashlahah mursalah, adalah membicarakan kepentingan yang tidak

terbatas dan tidak ada ketentuannya dalam hukum syara’, selain itu juga

teori ini sebagai cara penemuan hukum yang paling banyak dilaksanakan

oleh para hakim Pengadilan Agama dalam mengatasi berbagai masalah

hukum terhadap perkara-perkara kontroversial.46

H. Kerangka Pikir

Hukum perkawinan merupakan bagian intergral dari syari’ah Islam,

yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Di atas dasar

inilah hukum perkawinan  ingin mewujudkan perkawinan dikalangan orang

muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan

semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai transcendental dan

sacral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan

syari’ah Islam.

Hukum perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum

Islam untuk menjamin hak-hak masing-masing suami dan istri. Dalam

persoalan nusyȗz Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur masalah nusyȗz

suami. Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan tidak ada menyinggung hal ini. Padahal al-Qur’an menyebutkan

secara tegas adanya nusyȗz dari suami yang terdapat dalam Surat An-Nisa

ayat 128 yang menyatakan bahwa :

45 Wahbah az-Zuhaili, Usul al-Fiqh al-Islam, (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu’asir), Cet.
Ke-1, 1986, h. 757.

46 Bagir Manan, Op. Cit. h. 18
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“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh

dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan

perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi

mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu

bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz

dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui

apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisa : 128).47

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyȗz suaminya,” maksud

ayat tersebut adalah istri khawatir akan nusyȗz suaminya “atau bersikap tidak

acuh dari suaminya...” artinya berpaling dengan muka atau tidak lagi

memberikan apa yang pernah ia berikan kepada istrinya.48

Tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluin Al-Mahalli dan Imam

Jalaludin As-Suyuti mengartikan “nusyȗz” sebagai sikap tidak acuh hingga

berpisah ranjang darinya dan melalaikan pemberian nafkahnya, ada kalanya

karena marah atau karena terpikat oleh wanita yang lebih cantik dari

istrinya.49

Kriteria nusyȗz dalam hukum formal telah diatur dalam Kompilasi

Hukum Islam pasal 84 yang menyatakan bahwa :

47 Kementerian Agama Republik Indonesia, Syamil Al-qur’an Miracle The Reference, h.
99

48 Imad Zaki Al-Barudi, Penerjemah: Tim Penerjemah Pena, Tafsir al-Qur’an Al-Azhim
Lin Nisa, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 111

49 Tafsir Jalalain karangan Imam Jalaludin Al-Mahalli dan Imam Jalaludin As-Suyuti,
Penerjemah Bahrun Abu Bakar, Terjemahan Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul, Jilid I, Cet.
ke-7, (Bandung: sinar Baru Algensindo, 2007), h. 420
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(1) Istri dapat dianggap nusyȗz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-

kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali

dengan alasan yang sah.50

(2) Selama istri dalam nusyȗz kewajiban suami terhadap istrinya tersebut

pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk

kepentingan anaknya.51

(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah

istri tidak nusyȗz.

(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyȗz harus didasarkan atas

bukti yang sah.52

Nusyȗz dalam wacana gender menurut asumsi penulis cukup potensial

menjadi lahan subur, deskriminasi gender yang berbuntut pada ketidak-adilan

gender (gender injustice). Hal-hal yang akan penulis soroti sebagai bahan

ketidak-adilan gender adalah sebagai berikut :

1. Masalah Pelaku Nusyȗz

Dalam hal ini penulis menangkap kesan adanya bias gender,

seolah-olah nusyȗz hanya berasal dan terjadi dari pihak istri, dan suami

selalu berada di pihak yang benar dan baik. Padahal dalam al-Qur’an

sendiri secara tegas menyatakan bahwa nusyȗz dapat terjadi baik oleh

istri maupun oleh suami.

2. Masalah Sanksi

Bagi isteri yang nusyȗz sanksi yang bakal diterima begitu jelas

dan transparan. Ulama fiqh juga bersemangat untuk menjelaskannya

sampai rinci. Namun tidak demikian halnya sanksi bagi suami yang

nusyȗz terhadap isteri. Baik al-Qur’an maupun as-Sunah tidak

50 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 ayat 1 berbunyi: Kewajiban utama bagi seorang istri
ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum.

51 Ibid., Pasal 80 ayat 4 huruf a dan b sebagai beikut :
a. Nafaqah, kiswah, dan tempat kediaman istri.
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak

52 Ibid., (jakarta: Fokus Media, 2007), h. 31
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mengaturnya secara eksplisit. Demikian pula UU di negara kita kurang

peduli dan tanggap terhadap masalah ini.

3. Akibat Nusyȗz

Terkait dengan masalah sanksi di atas, isteri yang melakukan

nusyȗz ia dapat diembargo dengan tidak diberi nafkah oleh suami serta

sejumlah tindakan lainnya. Sedangkan akibat nusyȗz bagi suami, hukum

Islam belum berbuat banyak untuk menyadarkannya apalagi

menetapkannya sebagai tindak pidana yang pelakunya dapat diseret ke

meja hijau. Ini jelas bentuk deskriminasi yang perlu dihentikan.

4. Bentuk-bentuk Nusyȗz

Buat isteri perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan nusyȗz

terkesan cukup banyak dan rinci ditetapkan oleh fuqaha, namun bagi

suami hanya dijelaskan secara ringkas dan sepintas saja. Nusyȗz yang

dilakukan suami tidak kalah banyak dengan yang dilakukan pihak isteri,

jadi harus seimbang dan proporsional.

5. Masalah pemukulan

Pemukulan sesungguhnya diizinkan oleh al-Qur’an dengan

beberapa catatan, dalam praktek sangat rentan untuk disalah gunakan

pihak suami dan merupakan pintu atau jalan bagi tindakan kekerasan

terhadap isteri atas nama al-Qur’an. Ini cukup berbahaya, karena menjadi

lahan subur bagi terciptanya tindak kekerasan terhadap wanita yang

secara umum lemah fisiknya. Dan ini merupakan sasaran empuk bagi

kalangan non Islam untuk memojokkan umat Islam bahwa syari’at Islam

merestui tindak kekerasan terhadap wanita dengan membolehkan

pemukulan.

Dari paparan tersebut dalam masalah nusyȗz ternyata kaum wanita

cukup rentan terjadinya ketidak-adilan gender dan tindakan kekerasan baik

tindakan itu dilakukan secara sadar oleh suami maupun karena ketidak

tahuannya. Untuk meminimalisir atau menghilangkan tindak kekerasan itu

diperlukan pemahaman baru tentang posisi dan kedudukan wanita di tengah-

tengah masyarakat. Nusyȗz dapat terjadi dan dilakukan kedua belah pihak
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baik suami maupun isteri, dengan demikian kesan selama ini bahawa nusyȗz

merupakan memonopoli kaum isteri hendaknya dihilangkan. Dan jika agama

telah begitu rinci menjelaskan langkah-langkah penanggulangan bagi isteri

yang melakukan nusyȗz, maka alangkah baiknya mulai sekarang dipikirkan

untuk menetapkan sejumlah aturan maupun sanksi bagi suami yang

melakukan nusyȗz. Tentu saja agar lebih efektif dan mengikat lebih tepat

kalau dirumuskan dalam bentuk UU yang memiliki kekuatan hukum yang

kuat.

Berdasarkan kerangka teori di atas, maka dapat disusun kerangka pikir

sebagai pijakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Gambar I
Kerangka Pikir Penelitian

I. Sistematika Pembahasan

Alur dalam penelitian ini mengacu kepada sistematika pembahasan

sebagai berikut :

Bab satu, diawali dengan uraian tentang latar belakang masalah,

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Dalam
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Bab ini juga diuraikan hasil penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori

dan kerangka pikir serta metode penelitian yang digunakan.

Bab kedua, diawali dengan memberi gambaran teori tentang

kewajiban suami istri, pengertian kewajiban, dasar hukum kewajiban suami

istri, macam-macam kewajiban suami istri, kewajiban suami, kewajiban istri,

kewajiban bersama suami istri, hak suami istri, pengertian hak, dasar hukum

hak, macam-macam hak suami istri, hak istri atas suami, hak suami atas istri,

hak-hak bersama suami istri.

Bab ketiga, menguraikan tentang pengertian nusyȗz, hukum nusyȗz,

bentuk nusyȗz suami, bentuk nusyȗz istri, sebab-sebab terjadinya nusyȗz,

sebab nusyȗz dari istri, sebab nusyȗz dari suami, solusi terhadap nusyȗznya

istri, solusi terhadap nusyȗznya suami.

Bab keempat, menguraikan tentang implikasi nusyȗz istri, seperti

hilangnya hak nafkah, pemukulan terhadap istri, implikasi nusyȗz suami,

seperti gugatan cerai, khulu’, dan gugatan pidana.

Bab kelima, menguraikan tentang hasil penelitian berupa kesimpulan

sebagai jawaban dari rumusan masalah. Dikemukakan pula saran yang dapat

diimplementasikan dalam mengatasi problematika nusyȗz.
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BAB II

KEWAJIBAN DAN HAK SUAMI ISTRI DALAM HUKUM ISLAM

A. Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian Kewajiban

Pengertian wajib dalam terminologi hukum Islam dapat diartikan

sebagai tuntutan syar’i yang bersifat untuk melaksanakan dan tidak boleh

ditinggalkan.1 Wajib dapat pula diartikan sebagai perintah-perintah yang

mesti dikerjakan. Jika perintah  tersebut dipatuhi (dikerjakan) mendapat

pahala, jika tidak dikerjakan maka berdosa.2

Kewajiban merupakan implikasi dari adanya perintah (amar) yang

bersifat memaksa untuk dikerjakan. Kecuali jika ada penghalang yang

dibenarkan syara’. Dalam konteks fiqih munakahat, kewajiban dikaitkan

dengan pemenuhan hak yang dimiliki suami atau istri. “Dalam hubungan

suami istri hak suami merupakan kewajiban bagi istri, dan kewajiban suami

merupakan hak bagi  istri.”3

Memahami pengertiandi  atas, dapat dikemukakan bahwa kewajiban

dalam konteks relasi suami istri adalah tuntutan yang harus dilaksanakan

oleh suami atau  istri dalam rangka memenuhi hak pasangannya. Dengan

demikian menjalankan kewajiban rumah tangga berarti memenuhi hak dari

pasangan,  baik suami atau istri.

Timbulnya kewajiban dan hak dalamkonteks perkawinan,

dikarenakan suami istri terikat  dalam suatu perjanjian atau  kesepakatan

hidup bersama yang mendapat legitimasi oleh hukum agama, maupun

hukum positif. Dalam perspektif hukum Islam perkawinan diartikan sebagai

“akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan

kelamin dengan menggunakan lafadz na-ka-ha atau za-wa-ja.4

1 Rahmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 297
2 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), h. 1
3 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2001), h.  119
4 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2003) Edisi ke-3, h.58
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Penggunaan lafadz akad sebagaimana disebutkan dalam  definisi di

atas, menegaskan bahwa pernikahan adalah peristiwa hukum, bukan

peristiwa biologis semata.5 Dengan demikian setiap pernikahan yang sah

dalam pandangan hukum Islam, mengandung implikasi hukum berupa

kewajiban dan hak bagi suami istri.

Akad nikah yang dilakukan secara sah sesuai ketentuan hukum Islam,

mengandung akibat hukum yang mengikat dan harus dijalankan oleh suami

istri. “Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi insting dan berbagi

keinginan bersifat materi. Lebih dari itu, terdapat berbagai tugas yang harus

dipenuhi, baik kejiwaan, ruhaniyah dan kemasyarakatan yang harus menjadi

tanggung jawabnya.”6

Perkawinan menimbulkan relasi hukum antara kewajiban dan hak

sebagai subyek hukum dengan suami istri sebagai obyek hukum. Dengan

demikian tindakan yang dilakukan suami istri dalam menjalankan

kewajibannya, merupakan tindakan yang memiliki implikasi hukum, yang

ditandai dengan adanya sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

hukum Islam, maupun hukum positif.

2. Dasar Hukum Kewajiban Suami Istri

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang berdampak pada

timbulnya kewajiban dan hak. Terwujudnya tujuan  perkawinan dipengaruhi

oleh sejauh mana kewajiban dan hak dapat ditegakkan dalam  tertib hukum

keluarga. Mengingat bahwa sahnya perkawinan mengacu kepada hukum

Islam, maka ajaran  agama Islam memberikan landasan hukum tentang

kewajiban  dan hak dalam perkawinan.

Dasar hukum adanya kewajiban dalam perkawinan dapat dipahami

dari al-Qur’an sebagai  berikut :

5 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih, h. 78
6 Ali Yusuf as-Subki, Fiqih Keluarga, alih bahasa Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 7
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Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah
telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain
(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari
harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada
Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah
telah memelihara (mereka) (Q.S. an-Nisa’ 34)7

Ayat di atas menjelaskan relasi timbal balik dalam memenuhi

kewajian rumah tangga. Suami mendapat pengakuan sebagai pemimpin

rumah tangga dengan kelebihan yang dimilikinya, yang berimplikasi kepada

kewajiban suami memberi nafkah anggota keluarga. Sedangkan istri

memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan dirinya, baik ketika suami

ada di rumah, maupun di luar rumah.

Dasar kewajiban dalam perkawinan juga dapat dipahami dari

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 sebagai  berikut :

a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar
dan susunan susunan masyarakat;

b. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan
memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-
anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun
kecerdasannya dan pendidikan agamanya;

d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya;
e. Jika suami  atau  istri melalaikan kewajibannya nasing-masing dapat

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.8

Pasal di atas menjelaskan kewajiban suami istri untuk mewujudkan
tujuan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Landasan dari
realisasi kewajiban tersebut adalah adanya  cinta, dan kasih  sayang antara
suami istri, sehingga peranan yang ditampilkan bukan peranan yang bersifat
lahiriah  saja, tetapi  didorong oleh kasih sayang suami istri. Pelaksanaan
kewajiban lahiriah seperti memberinafkah oleh  suami, dan mengurus

7 Q.S. An-Nisa’ ayat 34
8 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77
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keluarga oleh istri, lebih bermakna dan berkualitas, ketika  disatukan kasih
sayang suami istri.

3. Macam-macam Kewajiban Suami Istri

Relasi antara suami istri memerlukan kejelasan pembagian tentang

kewajiban dan hak yang diterima. Kejelasan batasan  tersebut diperlukan

karena  pernikahan adalah peristiwa hukum, yang legitimasi dan proses

menjalaninya diatur oleh hukum. Sebagaimana tujuan umum dari adanya

hukum adalah untuk menempatkan hak dan kewajiban pada tempatnya

secara proporsional, maka  pernikahan  diatur pula dengan hukum

pernikahan (munakahat) yang di dalamnya terkandung hak  dan kewajiban.

Pembagian  kewajiban dan hak diperlukan untuk menghindari adanya

klaim saling tuduh-menuduh antara suami istri tentang siapa yang

sebenarnya sedang melakukan nusyûz, sebab tanpa adanya aturan yang jelas

tentang batas-batas hak  dan kewajiban, maka dapat menyebabkan

perselisihan terus menerus dan menyulitkan penyelesaiannya.

a. Kewajiban Suami

Suami sebagai pemimpin rumah tanggamemiliki kewajiban

mencakupi seluruh kebutuhan anggota  keluarga. Beban kewajiban yang

ditanggung suami lebih besar dibanding beban yang ditanggung istri,

mengingat suami memiliki kelebihan dalam aspek fisik, dan mental.

Pembebanan kewajiban kepada suami sesuai  dengan besarnya hak yang

diterima  suami,  yang tidak  dimiliki istri. Walaupun prinsip kewajiban

dan hak  suami istri berlaku seimbang, tetapi proporsionalitasnya tidak

dapat mengabaikan perbedaan kemampuan yang secara  fitrah dimiliki

suami istri. Dengan demikian besarnya kewajiban suami dibandingkan

istri tetap  dianggap memenuhi  prinsip keseimbangan mengingat

besarnya hak yang dimiliki suami,  serta kelebihan  yang  dimiliki suami.

Berdasarkan dengan  kewajiban  suami terhadap istri, Sayyis

Sabiq menjelaskan sebagai  berikut :

Kewajiban suami terhadap istrinya adalah menghormatinya bergaul
dengan baik, memperlakukannya dengan wajar, mendahulukan
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kepentingannya yang memang patut didahulukan untuk
menyenangkanhatinya, lebih bersikap menahan  diri dari sikap kurang
menyenangkan di hadapannya,  dan  bersabar ketika menghadapi  setiap
permasalahan  yang ditimbulkan istri.9

Suami wajib memperlakukan istrinya dengan baik,

memperhatikan kepentingan istri, dan mencukupi kebutuhannya, baik

kebutuhan kahir, maupun batin. Kewajiban tersebut  secara umum

mengarah kepada mu’asyarah bil ma’ruf, yaitu hubungan baik  yang

ditunjukkan oleh suami kepada istri, baik lisan maupun perbuatan.

Suami memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalm bentuk

sebagai berikut :

1) Memberi keperluan hidup keluarganya untuk kebutuhan ruhaniah dan
jasmaniah.

2) Suami melindungi istri dan anak-anaknya dari segala sesuatu yang
dapat mengancam jiwa, dan keselamatan, sebagaimana suami
berkewajiban memberi tempat kediaman.

3) Suami memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.
4) Suami berkewajiban menggauli istrinya dengan baik  dan benar.10

Berdasarkan kutipan di atas, kewajiban utama suami sebagai

kepala rumah tangga adalah memenuhi seluruh kebutuhan yang

dibutuhkan untuk kelangsungan suatu keluarga,  baik yang mencakup

kebutuhan materi, maupun non materi. Pembenahan kewajiban tersebut

sesuai  dengan pengakuan syara’ terhadap suami sebagai kepala keluarga

yang bertanggung jawab terhadap terpenuhinya seluruh kebutuhan yang

dibutuhkan anggota keluarga.

Kewajiban suami ditegaskan pula dalam Kompilasi Hukum

Islam, Pasal 80 sebagai berikut :

1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan
tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting
diputuskan oleh suami istri bersama.

2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

9 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 3, alih bahasa Nur Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi
Aksara, 2006), h. 73

10 Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang, (Bandung:
Pustaka Setia, 2004), h. 64
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3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan
memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan
bermanfaat bagi  agama, nusa dan bangsa.

4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
b. Biaya rumah tangga, biaya  perawatan dan  biaya penngobatan

bagi  istri dan  anak;
c. Biaya pendidikan bagi anak.

5) Kewajiban  suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4)
huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari
istrinya.

6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya
sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri
nusyûz.11

Mencermati ketentuan dalam pasal di atas,  dapat dikemukakan

bahwa kewajiban  suami secara garis besar dapat dikategorikan  dalam

dua kewajiban, yaitu kewajiban materi dan non materi. Kewajiban materi

suami berkaitan dengan pemenuhan nafkah lahir kepada istri seperi

makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban non materi suami

seperti menggauli istri dengan  baik dan mendidiknya dengan benar.

b. Kewajiban Istri

Istri  digambarkan sebagai sosok yang memiliki  kelebihan dalam

hal kelembutan, dan memberi ketenangan batin kepada suami. Oleh

karena itu, peranan istri lebih banyak ditekankan kepada kewajiban yang

tidak membutuhkan kerja fisik  yang keras, seperti mencari  nafkah dan

bekerja di luar rumah.

Penekanan kewajiban istri kepada hal-hal yang lebih

mengutamakan kerja batin merupakan pembagian peranan yang

proporsional, sesuai dengan fitrah dan karakter istri yang lemah dalam

segi fisik, dibandingkan suami. Pembagian  peranan tersebut tidak

seharusnya dilihat dengan kecurigaan adanya bias gender yang

menganggap suami lebih superior dibandingkan istri. Tetapi lebih kepada

11 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80
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pengembalian tugas dan kewajiban, sesuai dengan kelebihan dan tabiat

yang dimiliki oleh suami istri.

Kewajiban istri disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal

83 sebagai berikut :

1) Kewajiban utama bagi  seorang istri ialah berbakti lahir dan batin
kepada  suami di dalam  yang dibenarkan oleh Hukum Islam.

2) Istri menyelenggarakan dan mengatur  keperluan rumah tangga
sehari-hari dengan sebaik-baiknya.12

Memahami pasal  di atas,  kewajiban istri adalah berbakti lahir

dan batin kepada suami. Kepatuhan istri menjadi salah satu  indikator

pengakuan istri terhadap kepemimpinan suami sebagai  kepala keluarga.

Keluarga merupakan unit  sosial yang juga membutuhkan pranata sosial

berupa kepemimpinan dan kepatuhan dalam mewujudkan cita-cita dan

tujuan bersama.

Hubungan antara kepatuhan istri dan kepemimpinan  suami

memberi dukungan terhadap tegaknya hak dan kewajiban  dalam

kehidupan rumah tangga. Bahkan kepatuhan istri menurut Imam Syafi’I

merupakan syarat istri mendapat hak nafkah. Menurut Imam Syafi”i

adanya akad nikah semata belum menjadi syarat wajibnya  suami

memberi nafkah istri, sampai istri menyerahkan dirinya secara total

kepada  suaminya.13

Bentuk kewajiban istri, menurut Amir Syarifuddin secara

terperinci disebutkan sebagai berikut :

1) Menggauli suaminya secara layak dan sesuai dengan kodratnya.
2) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak

menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
3) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang

tidak berada di  rumah.
4) Menjauhkan dirinya dari  segala  sesuatu yang tidak disenangi  oleh

suaminya.

12 Kompilasi Hukum Islam
13 Menurut Imam Syafi’I syarat wajibnya suami memberi nafkah setelah adanya tamkin

(penyerahan diri istri kepada suami). Lihat Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’I (al-Fiqhu as-Syafi’I
al-Muyassar), Juz 3, alih bahasa Muhammad Affi dan Abdul Aziz, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 49
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5) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak
dipandang dan suara  yang tidak enak didengar.14

Berdasarkan pendapat di atas, kepatuhan istri kepada suami

adalah kepatuhan yang bersifat proporsional, dengan batasan tidak

melanggar perintah Allah. Kepatuhan istri tidak diartikan sebagai

kepatuhan yang didasarkan kepada kewenangan memerintah, dan

menjadikan istri  sebagai bawahan suami, tetapi lebih diartikan sebagai

kepatuhan yang didasarkan pada kasih sayang, sebagaimana tujuan

perkawinan untuk  membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa

rahmah.

Legitimasi  yang diberikan agama kepada suami untuk

memimpin keluarga menegaskan bahwa dalam kehidupan rumah tangga

perlu adanya pemimpin yang dipatuhi. Selain itu menunjukkan perlunya

tertib hukum dalam keluarga sebagai pilar  terbentuknya masyarakat

yang beradab. Dalam perspektif sosial, terciptanya tertib hukum dalam

keluarga dapat dijadikan tolak ukur ketertiban hukum di masyarakat.

Kewajiban  istri  untuk menjaga  dirinya dan menjaga harta

suaminya  juga menunjukkan tertib hukum paling mendasar yang

dibutuhkan masyarakat. Ketika istri  dari  setiap keluarga  dapat menjaga

dirinya  pada saat suami tidak berada di rumah,  maka masyarakat akan

terlindungi dari  potensi  fitnah dan perselingkuhan yang merusak citra

masyarakat dan mendorong berbuat dosa. Demikian pula kewajiban istri

untuk mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari merupakan tugas

yang paling sesuai dengan kodrat  istri yang secara fisik lebih lemah  dan

secara psikologis lebih memiliki kesabaran untuk mengurus rumah

tangga  dan anak.

14 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, h. 122
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c. Kewajiban Bersama Suami Istri.

Ketika suami istri telah mengucapkan akad dalam prosesi

pernikahan, maka lahirlah peristiwa hukum yang berakibat pada adanya

hak dan kewajiban. Perkawinan sebagai perjanjian yang kuat (mitsaqan

ghalidzon) antara suami istri mengandung arti bahwa kedua belah pihak

sepakat untuk menjalankan tugas  dan perannya yang mendukung tujuan

perkawinan.

Perkawinan dalam  ajaran Islam adalah kesepakatan suami istri

untuk hidupbersama,  meraih cita-cita bersama dalam rangka

terbentuknya keluarga  yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Kesepakatan hidup bersama menunjukkan adanya kesediaan masing-

masing pihak untuk menjalankan tugas dan peran yang mendukung

terwujudnya tujuan bersama  dalam kehidupan rumah tangga.

1) Saling menghormati keluarga dan orang tua dan keluarga keduabelah
pihak.

2) Memupuk rasa cinta dankasih sayang.
3) Hormat-menghormati, sopan santun, penuh pengertian, serta bergaul

dengan baik.
4) Matang dalam berbuat dan berpikir, dan tidak bersikap emosional

dalam memecahkan  persoalan yang dihadapi.
5) Memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.15

Memahami kutipan di atas, dapat dikemukakan bahwa suami istri

memiliki kewajiban bersama untuk saling menghormati , menyayangi,

dan memelihara kepercayaan masing-masing. Hal  ini  menegaskan

bahwa rumah tangga tidak dapat dibangun berdasarkan pemenuhan

materi dan pemenuhan kebutuhan lahiriah saja, tetapi membutuhkan

kasih sayang dan saling percaya sebagai bagian dari kebutuhan

psikologis.

Kasih sayang dan kepercayaan menjadi modal  terpentinguntuk

membangun keluarga yang sakinah, mawaddah,  wa rahmah. Untuk itu

diperlukan komitmen dan kematangan dalam bertindak, dan bersikap.

15 Huzaima Tahido Yango,, Masail Fiqhiyyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer, (Bandung:
Angkasa, 2005), h. 137
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Sebagai  unit sosial terkecil, keluarga  dibangun berdasarkan kesepakatan

untuk  mewujudkan cita-cita bersama, yang membutuhkan tertib hukum,

dan pembagiantugas yang jelas. Dalam konteks  hukum keluarga, suami

dan istri adalah subyek hukum yang secara sadar sepakat untuk dibebani

tanggung jawab dan kewajiban sesuai dengan kapasitasnya masing-

masing. Dengan demikian timbulnya kewajiban bersama suami istri,

adalah tuntutan bertindak yang sudah diprediksi sebelumnya, dan

disepakati oleh suami istri.

B. Hak Suami Istri

1. Pengertian Hak

Pengertian hak menurut Amir Syarifuddin adalah “apa yang mesti

diterima oleh seseorang dari orang lain.”16 Menurut Ahmad Charis Zubair

yang dikutip  Abuddin Nata, “hak dapat diartikan wewenang atau

kekuasaan yang secara etis seseorang dapat mengerjakan, memliki,

meninggalkan,memepergunakan sesuatu.”17

Menurut Amir Syarifuddin “dalam hubungan suami istri dalam

rumah tangga hak suami merupakan kewajiban bagi  istri, sebaliknya

kewajiban suami merupakan hak bagi istri.”18

Hak atau wewenang adalah izin atau kekuasaan yang diberikan

oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak

melakukan sesuatu. Timbulnya hak dalamkonteks hukum keluarga adalah

implikasi dari perkawinan sebagai peristiwa hukum yang sah,  dan diakui

baik oleh hukum Islam, maupun hukum positif. Oleh karena itu

pengakuan terhadap hak  perlu didukung dengan perlindungan hukum

yang menjamin terpenuhinya hak tersebut.

16 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2003), Edisi ke-3, h. 119
17 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,  2012),  Cet. Ke-11, h.

127
18 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih,  h. 119
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2. Dasar Hukum Hak

Dasar hukum perlindungan hak dalam perkawinan, dapat dilihat

dari berbagai perspektif, baik perspektif hukum Islam, maupun hukum

positif Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, dasar hukum hak dapat

dilihat dari asas keseimbangan yang diajarkan Islam dalam kehidupan

rumah tangga, sebagaimana dipahami dari al-Qur’an Surah al-Baqarah

Ayat 228 sebagai berikut :

                
 

“Dan  para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan

kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi para  suami,

mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada  istrinya dan Allah Maha

Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Baqarah; 228)19

Keseimbangan  antara hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan

dalam ayat di atas,  mengandung makna bahwa hubungan antara suami

dan istri dalam pandangan Islam bukan sekedar hubungan fisik dan

biologis semata. Akan  tetapi mengandung tugas ibadah yang harus

dilakukan dengan cara ma’ruf.

Agama Islam  telah menetapkan keseimbangan yang timbal balik antara
hak dan kewajiban dalam segala hal, karena Islam merupakan agama
syamil (menyeluruh) dan kamil (sempurna). Hal ini juga berlaku dalam
aturan rumah tangga, Islam mengatur hukum yang berkenaan dengan
hubungan timbal balik antara suami-istri secara adil dan proporsional.20

Mengacu kutipan tersebut di atas, hubungan timbal balik antara

suami istri dalam pandangan hukum Islam didasarkan pada asas

keseimbangan, dan keadilan. Peran yang dilakukan oleh masing-masing

suami istri ditujuakan untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-

19 Q.S. al-Baqarah; 228
20 Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Departemen

Agama RI, Tuntunan Keluarega  Sakinah bagi Remaja Usia Nikah, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam,
2007), h. 198
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masing, sehingga tercipta ketertiban hukum keluarga bagi semua anggota

keluarga.

Pemenuhan hak dalam rumah tangga diatur secara proporsional

dan seimbang dengan kewajiban. Pemenuhan hak tersebut dalam ajaran

Islam dipandang sebagai bagian dari ibadah dalam rangka  mewujudkan

keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Dasar hukum adanya hak  dalam perkawinan,  selain dipahami

dari al-Qur’an juga dapat mengacu kepada hadits. Sebagaimana

disebutkan hadits sebagai  berikut :

اللهِ ةِ مَ لِ كَ بِ نَّ هُ جَ وْ رُ ف ـُمْ تُ لْ لَ حْ تَ اسْ الله وَ انِ مَ َِ نَّ وهُ تمُُ ذْ خَ أَ مْ كُ نَّ إِ فَ اءِ سَ النِّ فيِ وا اللهَ قُ اتَّـ فَ 
نَّ هُ وْ ب ـُرِ اضْ فَ كَ لِ ذَ نَ لْ عَ ف ـَنْ إِ فَ هُ ونَ هُ رَ كْ ا تَ دً حَ أَ مْ كُ شَ رُ ف ـُنَّ ئَ طِّ وَ ي ـُلاَ نْ أَ نَّ هِ يْ لَ عَ مْ كُ لَ وَ 

ا مَ مْ كُ يْ فِ تُ كْ رَ ت ـَدْ قَ وَ فِ وْ رُ عْ مَ لْ ِ نَّ هُ ت ـُوَ سْ كِ وَ نَّ هُ ق ـُزْ رِ مْ كُ يْ لَ عَ نَّ لهَُ وَ حٍ رِّ ب ـَمُ رَ ي ـْغَ ً رْ ضَ 
21)رواه مسلم(اللهِ ابَ تَ كِ هِ بِ مْ تُ مْ صَ تَ اعْ نِ إِ هُ دَ عْ وا ب ـَلُّ ضِ تَ نْ لَ 

Takutlah kalian kepada Allah dalam masalah wanita, karena
sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat Allah Swt. Dan
kalian mengambil kehalalan mereka dengan kalimat Allah, dan bagi
kalian terdapat hak atas mereka, yaitu agar mereka tidak mengizinkan
seorang yang tidak kalian sukai tidur di tempat tidur kalian jika mereka
melakukan hal itu, maka pukulah dengan pukulan yang tidak melukai,
dan  bagi  mereka terdapat hak atas kalian, yaiti memberi rezeki mereka,
dan pakaian mereka, dengan cara yang baik dan sesungguhnya aku telah
meninggalkan pada diri kalian sekiranya kalian berpegang teguh
kepadanya, maka  tidak akan sekali-kali tersesat sesudahnya, yaitu
Kitabullah. (H.R. Muslim)

Memahami Hadits tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa

istri ditempatkan pada kondisi mulia yang harus dijaga  kehormatan dan

haknya, karena suami memperoleh kehalalan dari  istri berdasarkan

amanah dan kalimat Allah (akad nikah).

Perlindungan terhadap  hak sejalan dengan prinsip  penegakan hak

asasi manusia yang berlaku kepada semua warga negara dalam semua

21 Muslim ibn Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Nisaburi, Shahih Muslim Juz I, (Kairo, Dar al-
Hadits, 1991), cet. Ke-I, h. 889-890
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lapisan masyarakat, termasuk  suami  dan istri, sebagaimana  dipahami

dari Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan sebagai

berikut:

a. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak

Asasi Manusia secara umum memberi jaminan kepada  suami istri,

sebagai  subyek hukum dan warga negara untuk memperoleh hak  dan

keadilan di depan hukum. Pasal 17 Undang-Undang tersebut berbunyi

sebagai berikut :

Setiap orang tanpa deskriminasi berhak untuk memperoleh  keadilan,
dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik
dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili
melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak,  sesuai
dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh
hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan
benar.22

Memahami  Pasal  tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa

suami istri berhak memperoleh keadilan hukum dengan mengajukan

pengaduan, dangugatan, baik dalam perkara perdata, maupun pidana.

Suami juga berhak memperoleh perlakuan hukum yang sama,  baik

dalam tingkat gugatan maupun pada tingkat putusan.

b. Pasal 28 D Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Suami istri sebagai warga  negara juga berhak memperoleh

jaminan dan perlindungan atas setiap perkara hukum yang dialaminya,

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28D Amandemen Undang-

Undang Dasar 1945, yaitu: “Setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan dan kepastian hukumyang adil serta perlakuan

yang sama di hadapan hukum.”23

Pasal tersebut  di atas memberikan  jaminan hukum kepada

suami istri untuk memperoleh perlindungan dan perlakuan yang adil

22 Undang-Undang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal  17
23 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Pasal  28D
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di hadapan hukum, baik statusnya sebagai  suami atau istri, maupun

sebagai warga negara.

c. Pasal 31 ayat (1), dan  (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan

Pengakuan terhadap  hak dalam perkawinan secara implisit

juga disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1),dan (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut :

1) Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup

bersama dalam masyarakat.

2) Masing-masing pihak  berhak melakukan perbuatan hukum.24

Memahami pasal tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 menegaskan adanya

keseimbangan hak dan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh

suami atau istri, jika masing-masing pihak merasa tidak memperoleh

hak yang semestinya didapatkan.

3. Macam-macam hak Suami Istri

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang berakibat pada

timbulnya hak dan kewajiban. Menurut Sayyid Sabiq, hak suami istri

dapat digolongkan menjaditiga bagian, yaitu : “hak istri atas suami, hak

suami atas istri, dan hak bersama.”25 Pendapat serupa dikemukakan oleh

Ali Yusuf As-Subkhi yang membagi macam-macam hak dalam

pernikahan sebagai berikut :

a. Hak-hak suami dan kewajiban istri

b. Hak-hak istri dan kewajiban suami

c. Hak-hak yang berhubungan antara suami istri.26

24 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat (1), dan (2)
25 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz 3, alih bahasa Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi

Aksara, 2006), h. 39
26 Ali Yusuf as-Subkhi, Fiqih Keluarga, alih bahasa Nur Khozin, (Jakarta: Amzah,2010), h.

143
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Berdasarkan macam-macamhak di atas, dapat dipahami bahwa

dalam menjalani kehidupan rumah tangga terdapat hak yang seharusnya

diterima oleh istri dan menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya.

Ada pula hak yang seharusnya diterima oleh suami dan menjadi

kewajiban istri untuk memenuhinya, dan ada  pula hak bersama yang

kedua suami istri berhak memperolehnya. Terpenuhinya hak yang harus

diterima oleh suami atau istri merupakan indikator kemampuan suami

istri  dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Pemenuhan hak dalam rumah tangga merupakan salah satu aspek yang

mendapat pengertian hukum Islam guna mewujudkan keluarga sakinah,

mawaddah, wa rahmah.

a. Hak istri atas suami

Hak istri atas suaminya dapat dibagi menjadi dua kategori,

yaitu hak materi dan hak non materi. Hal ini sebagaimana

dikemukakan Wahbah Zuhaili sebagai berikut :

رُ مَاليَِةٍ , للِزَّوْجَةِ حُقُوْقٌ مَاليَِةٌ وَهِيَ الْمَهْرُ وَالنـَّفَقَةُ  وَهِيَ إِحْسَانُ , وَحُقُوْقٌ غَيـْ
27.وَالْعَدْلُ , الْعُشْرَةِ وَالْمُعَامَلَةُ الطيَِّبَةُ 

(Bagi istri terdapat hak-hak yang bersifat materi, yaitu mahar dan

nafkah,  dan hak-hak non materi, yaitu hubungandan perlakuan yang

baik dan keadilan).

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dipahami bahwa hak yang

seharusnya diterima oleh istri dari suaminya terdiri dari hak yang

bersifat materi, yaitu pemberian mahar (mas kawin) dan nafkah, serta

hak  yang bersifat non materi yaitu hubungan dan perlakuan yang baik

dan keadilan bagi suami yang berpoligami.

1) Hak  Non Materi

27 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu Al-Islami wa Adilatuhu Juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985),
cet. Ke-2, h.  327
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Hak  non materi  bagi istri merupakan hak istri  atas

suaminya yang berkaitan dengan kewajiban suami selain pada

pemenuhan nafkah lahir, mahar,  dan biaya hidup sehari-hari.

Hak-hak  non materi bagi istri dapat meliputi hak-hak

sebagaiberikut :

a) Menggauli istri dengan baik.
b) Berlemah lembut kepada istri, bercanda  dengannya dan

menghormatinya.
c) Bercengkerama pada malam hari dengan istri.
d) Mengajarkan masalah agama dan mendorong melakukan

ketaatan.
e) Tidak menyakiti  dengan memukul mukanya atau mencelanya.
f) Tidak meninggalkannya kecuali di dalam  rumah.
g) Menjaga  kehormatannya.
h) Mengizinkan ketika istri  memohon untuk keluar guna

melakukan shalat jamaah atau mengunjungi kerabat ketika
aman dari fitnah.

i) Tidak menyebarkan  rahasianya dan menyebutkan aibnya.28

Memahami kutipan di atas, dapat dikemukakan bahwa hak

istri  yang bersifat non materi  adalah hak fundamental yang

dibutuhkan dalam tertib hukum dalam unit sosial manapun,

termasuk dalam lingkungan keluarga sebagai unit sosial terkecil,

seperti hak diperlakukan secara manusiawi oleh orang lain,  hak

berkominikasi,  hak tidak disakiti, dan memperoleh informasi

untuk menambah pengetahuan. Bedanya dalam konteks hukum

keluarga  hak non materi tersebut berkaitan dengan status individu

suami istri yang terikat dalam perkawinan.

Menurut Sayyid Sabiq, perlakuan baik yang menjadi hak

istri atas suaminya memperlakukannya dengan wajar,

mendahulukan kepentingan yang memang patut didahulukan

untuk menyenangkan hatinya, lebih bersikap menahan diri dari

28 Abu Malik Kamal, Ensiklopedi Fiqh Wanita,  Jilid 2, alih bahasa Beni Sarbeni,(Bogor:
Pustaka Ibnu Katsir, 2009), h. 337
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sikap kurang menyenangkan di hadapannya,  dan bersabar ketika

menghadapi setiap permasalahan yang ditimbulkan  istri.29

Hak non materi bagi istri menekankan pentingnya

mu’asyarah bil ma’ruf (hubungan baik suami  istri) sebagai pola

relasi yang berlaku secara universal, tanpa melihat perbedaan  latar

belakang suami istri. Hal  ini menunjukkan bahwa pengakuan

Islam terhadap mu’asyarah bil ma’ruf dapat diuji relevansinya

dengan berbagai perspektif, termasuk perspektif gender sekalipun.

2) Hak Materi

Hak  yang bersifat  materi  yang ddimiliki istri menurut

Sayyid  Sabiq yaitu mahar dan nafkah.30 Demikian pula menurut

Abu Malik Kamal  hak materi istri yaitu mahar  dan nafkah.31

a) Mahar (Mas Kawin)

Mahar atau mas  kawin diartikan sebagai  “harta  yang

wajib diberikan suami kepada wanita karena pernikahan,

hubungan intim, dan pengabaian  hubungan intim karena

terpaksa.”32 Menurut definisi lain, mahar diartikan sebagai

pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai

ketulusan hati suami untuk menimbulkan kasih sayang bagi

istri kepada  calon suaminya.”33

Dasar hukum wajibnya mahar  kepada istri disebutkan

dalam al_Qur’an Surah an-Nisa’ ayat  4 sebagai  berikut :

               
      

29 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 3, h. 71
30 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, h. 71
31 Abu Malik Kamal, Ensiklopedi Fiqih Wanita, h. 335
32 Wahbah Zuhaili, Fiqh  Imam Syafi’I, Jilid 2, h. 547
33 Abdurrahman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010),h. 84
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Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu
nikahi) sebagai pemberian  dengan penuh kerelaan kemudian
jika merekamenyerahkan kepada  kamu sebagian dari mas
kawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah)
pemberian itu (sebaagai makanan) yang sedap lagi baik
akibatnya.(Q.S. an-Nisa’ ayat 4).34

Islam dalam memperhatikan dan menghargai

kedudukan istri, yaitu memberinya hak untuk memegang

urusannya. Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya

mahar. Islam menyerahkan masalah mahar itu berdasarkan

kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi

keluarganya.

Besarnya mahar tidak ditentukan,tetapi berdasarkan

kemampuan suami, dan kerelaan istri. Tidak ditentukannya

besarnya mahar mengandung arti bahwa mahar bukan alat

tukar (iwadh) dalam konteks kepemilikan suami terhadap istri,

dan hak yang diperoleh suami atas manfaat yang ada pada diri

istrinya. Substansi dari mahar dilihar dari komitmen suami

dalam memenuhi tanggung jawabnya, terutama pada tanggung

jawab materi.

Menurut Muhammad Jawwad Mughniyah, mahar boleh

berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa,

harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai

harga.35

Islam memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada

laki-laki dan permpuanmenikah, agar masing-masing dapat

menikmati hubungan yang halal dan baik. Untuk mencapai hal

ini, tentunya harus diberikan jalan yang mudah dan  sarana

yang praktis sehingga orang-orang fakir yang tidak mampu

mengeluarkan biaya yang besar mampu untuk  menikah.

34 Q.S. an-Nisa’ ; 4
35 Muhammad Jawwad Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab, alih bahasa Masykur A.B, etl,

(Jakarta: Lentera, 2012), h. 365
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Mereka ini merupakan golongan mayoritas dari umat manusia.

Oleh karena itu, Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-

lebihan. Sebaliknya,Isalm menghendaki bahwa setiap kali

mahar itu lebih murah sudah tentu akan memberikan

keberkahan dalam kehidupan suami istri karena mahar yang

murah menunjukkan kemurahan hati dari pihak perempuan.

b) Nafkah

Nafkah dalam bahasa  Arab disebut dengan nafaqah

,(نفقة) “berasal dari kata infaq (memberi belanja), dan ikhraj

(mengeluarkan belanja)”.36 Secara etimologi nafaqah ,(نفقة)

menurut Wahbah Zuhaili berarti “Sesuatuyang dibelanjakan

oleh seseorang untuk keluarganya.”37 Adapun pengertian

nafkah menurut terminologi syara’ yaitu :

"نىَ كْ السُّ وَ ةِ وَ سْ كِ الْ وَ امِ عَ الطَّ نَ مِ هُ ونُ يمَُ نْ مَ ةُ ايَ فَ كِ " 
(Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungan dari

makanan, pakaian, dan tempat tinggal).

Sayyid Sabiq menjelaskan pengertian nafkah yaitu :

“memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu

rumah tangga, pengobatan istri,  jika ia orang kaya.”38

Mencermati uraian di atas, dapat dipahami bahwa

pengertian nafkah lebih menekankan pada kewajiban suami

yang bersifat materi,  yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk

makanan, pakaian, tempat tinggal dan pengobatan. Hal ini

sebagaimana dijelaskan oleh Amir Syarifuddin, “Kewajiban

materi  suami kepada istri  disamping mahar yang

36 Taqiyuddin Abu Bakar  Al-Husaini, Kifayatul Akhyar,  Juz  I, (Surabaya: tt), cet ke-1, h.
287

37 Wahbah  Zuhaili, Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr,
1985), cet. Ke-2, h. 765

38 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 3, h. 55
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diberikannya waktu akad nikah adalah nafaqah dalam  bentuk

makanan,  pakaian, dan tempat  tinggal.”39

Mangacu kepada  uraian di  atas,  maka pengertian

nafkah dalam penelitian ini adalah bagiankewajiban  suami

yang bersifatmateri kepada istri,  berupa  pemenuhan

kebutuhan makanan, pakaaian,ttempat tinggal, biaya

pengobatan, perlengkapan rumah yang layak  sesuai dengan

kemampuan dari  suami.

Kewajiban memberi nafkah oleh suami merupakan

anugerah dari  Allah  atas kekuatan fisik, dan kemampuan

memberi perlindungan yang dimiliki oleh suami  yang tidak

dimiliki oleh para  istri.

Al-Qurthubi mengatakan “Sesungguhnya bagi laki-laki

terdapat keutamaan berupa kelebihan akal dan pengaturan,

maka dijadikan bagi mereka pelindung bagi kaum perempuan,

dan dikatakan pula bahwa pada  diri laki-laki terdapat kekuatan

jiwa dan watak  yang tidak dimiliki perempuan.”40

Mencermati pendapat di atas, dapat  dipahami bahwa

secara  kodrati  suami  diberikan kemampuan fisik dan karakter

yang tidak dimiliki  pleh istri. Berdasarkan perspektif tersebut,

maka suami  berkewajiban melindungi dan mencukupi

kebutuhan  istrinya sebagai  pihak yang lebih lemah dari segi

fisik dan wataknya.

Menurut Sayyid Sabiq, syarat-syarat wajibnya nafkah

bagi istri meliputi hal-hal sebagai  berikut :

1) Ikatan perkawinan yang sah.
2) Menyerahkan diri  kepada suaminya.
3) Suaminya dapat menikmatinya.
4) Tidak menolak diajak pindah  ke tempat yang dikehendaki

suaminya.

39 Amir Syarifuddin, Garis-gaaris Besar Fiqih, h. 120
40 Abu Abdilllah Muhammad Al-Qurthubi, Al-Jami li  Ahkami Al-Qur’an, Juz 6,(Beirut:

Risalah Publiser,2006), cet. Ke-1, h. 280
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5) Kedua-duanya dapat saling menikmati.41

Memahami syarat  wajibnya nafkah  di atas, dapat

dikemukakan bahwa  adanya akad  nikah  saja belum menjadi

syarat wajibnya  suami memberi nafkah  istrinya. Suami baru

wajib memberi nafkah kepada istri setelah adanya penyerahan

lahir batin istri kepada suami. Penyerahan  tersebut

mengandung arti  kesediaan istri untuk menjalani rumah

tangga dengan suaminya, suami memperoleh manfaat dari

istrinya. Dengan demikian, jika  istri  tidak bersedia

menyerahkan diri kepada suami,  maka  suami tidak wajib

memberi nafkah kepadanya.

Pendapat di  atas sebagaimana dikemukakan pula oleh

Musthafa Khin dan Musthafa Bugha sebagai berikut :

هِ وْ جُ وُ نْ مِ هُ عَ ن ـَتمَْ لاَ نْ َِ , جِ وْ الزَّ نَ ا مِ هَ سَ فْ ن ـَةِ جَ وْ الزَّ ينُْ كِ تمَْ : لاً وَّ أَ "
لمَْ , طْ قَ ف ـَكَ الِ ذَ ضِ عْ ب ـَنْ عَ وْ لَ وَ هُ تْ عَ ن ـَمَ وْ لَ ف ـَ. اَِ عِ وْ رُ شْ مَ الْ اعِ تَ مْ تِ سْ الإِ 

نَ أمََّا إِنْ ارَاَدَهَا عَلَى وَجْهٍ محَُرَّمٍ مِ . نَـفَقَتُـهَا عَلَى الزَّوْجِ تجَِبْ 
ا لاَ هَ اعَ نَ تِ امْ نْ إِ فَ , ضِ يْ حِ مَ الْ فيِ يَ هِ ا وَ هَ ي ـَتِ َْ نْ أَ ادَ رَ أَ نْ أَ كَ , اعِ تَ مْ تِ سْ الإِ 
42".اهَ ي ـْلَ عَ ةِ قَ فَ النـَّ ا فيِ هَ قَّ حَ طُ قِ سْ يُ 

(Syarat pertama wajibnya suami memberi nafkah

kepada istrinya adalah adanya penyerahan diri istri  kepada

suaminya, yaitu istri tidak menolak suami  dari berbagai aspek

kenikmatan yang disyariatkan kepada istri. Jika istri  menolak

suami walaupun dari sebagian aspek kenikmatan tersebut,

maka suaami tidak wajib memberi  nafkah  kepadanya.

Adapun apabila suami menghendaki (memperoleh

kenikmatan) dari istri  dengan cara yang haram, seperti

41 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 3., h. 57
42 Mustofa al-Khin dan Mustofa al-Bukho, al-Fiqhu Al-Manhaji alal Madzhab al-Imam

asy_syafi’I, Juz 4, (Damaskus: Dar al-Qalam,  1992),  cet. ke-3,h. 181
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menghendaki bersetubuh dengannya pada saat haid, maka

penolakan istri  tersebut tidak menggugurkan nafkah baginya).

Memahami pendapat  di atas,  dapat dikemukakan

bahwa nafkah lebih dipandang sebagai imbal balik dari

berbagai  aspek kenikmatan yang diperoleh suami dari istrinya.

Oleh karena itu penolakan istri agar suami memperoleh

berbagai aspek kenikmatan tersebut, diartikan sebagai bentuk

pembangkangan istri yang menyebabkan hilangnya hak nafkah

baginya.

b. Hak Suami atas Istri

Batasan tentang  hak suami diperlukan untuk menghindari

klaim tentang hak yang tidak  ditemukan dasarnya dalam hukum

Islam, maupun hukum positif. Hak suami merupakan kewenangan

yang diberikan syara’ untuk bertindak, baik sebagai subjek hukum,

maupun sebagai kepala  rumah tangga, untuk memperoleh haknya

dalam perkawinan.

Menutu Tihami dan Sohari Sahrani hak-hak suami tersebut

meliputi :

1) Ditaati dalam hal yang bukan maksiat.
2) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
3) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang menyusahkan

suami.
4) Tidak bermuka masam di hadapan suami.
5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.43

Hak-hak suami di atas menunjukkan bahwa ruang lingkup hak

suami berbeda dengan hak istri. Hak suami lebih kepada hak non

materi, dalam bentuk kepatuhan istri, dan muasyarah bil ma’ruf, yang

ditunjukkan oleh sikap istri dalam kehidupan sehari-hari. Hak suami

untuk ditaati oleh istri adalah hak yang wajar diterima suami dalam

kapasitasnya sebagai pemimpin rumah tangga. Kepatuhan istri kepada

suami tidak  diartikan dalamkonteks bawahan  dan atasan, dengan

43 Tihami  dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat,h. 158



56

kewenangan yang otoriter, tetapi kepatuhan yang didasarkan prinsip

patneralistik, mengingat relasi suami istri adalah relasi yangmencakup

aspek lahiriah dan batiniah.

Penekanan aspek batiniah dalam relasi suami istri

menunjukkan bahwa kepatuhan istri kepada suami adalah kepatuhan

yang didasarkan pada kasih sayang antara suami istri, sehingga

implikasi yang timbul jika istri tidak  patuh kepada suami, juga tidak

keluar dari konteks kasih sayang suami istri. Seperti sanksi yang

diberikan kepada istri yang nusyuz adalah sanksi yang bertujuan untuk

mengembalikan istri kepada kehidupan suami istri yang dilandasi

kasih sayang.

c. Hak-hak  Bersama Suami  Istri

Hak bersama suami istri adalah “hak bersama secara timbal

balik dari pasangan suami istri terhadap yang lainnya.”44 Hak-hak

bersama tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Bolehnya bergaul, dan bersenang-senang di antara keduanya.
Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.

2) Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan
sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang
disebut  mushaharah.

3) Hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak
berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.45

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dikemukakan bahwa

pernikahan selain menimbulkan hak suami, dan hak istri, juga

menimbulkan hak bersama yang dapat dinikmati oleh keduanya. Hak

bersama tersebut berupa berlakunya hubungan seksual yang halal,

berlakunya hukum waris bagi keduanya, berlakunya hubungan nasab

anak dari hasil pernikahan tersebut dan berlakunya hukum

mushaharah (hubungan mahram sebab pernikahan).

44 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, h. 123
45 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, h. 123
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Menurut Huzaimah Tahido Yango, hak bersama suami istri

meliputi hak-hak sebagai berikut :

1) Halalnya pergaulan sebagai suami istri dan kesempatan saling
menikmati atas dasar kerja sama, dan saling memerlukan.

2) Perlakuan dan pergaulan yang baik.
3) Haram mushaharah, yaitu istri haram dinikahi oleh ayah

suaminya, anaknya, cucunya juga ibu istri, anak perempuannya,
dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.

4) Saling mewarisi.
5) Sahnya menasabkan anak kepada suami.46

Hak-hak bersama suami istri di atas, adalah hak-hak yang

harus dipenuhi sebagai syarat terbentuknya keluarga yang sakinah,

mawaddah, wa rahmah. Halalnya hubungan suami istri adalah hak

yang melekat dari adanya akad nikah yang sah. Demikian pula

kesempatan untuk saling menikmati hasil dan jerih payah yang

dilakukan oleh suami atau  istri. Hak bersama lain yang melekat dari

akad nikah adalah hak penyandaran nasab anak kepada suami sebagai

wali yang sah menurut agama dan hukum positif. Demikian pula

perkawinan menimbulkan hak bersama dalam hal waris, dimana istri

berhak mewarisi harta suami, apabila suami meninggal  dunia, dan

suami berhak mewarisi harta istrinya, apabila istrinya meninggal

dunia.

46 Huzaimah Tahido Yango, Masail Fiqhiyyah, h. 36
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